BAB 4

Integratif; Beberapa Tahapan Analisa da-
lam Kegiatan Perencanaan Wilayah

Bab ini membahas :

e Analisa untuk menghitung komponen jarak dan keterkaitan
e Penaksiran kondisi fasilitas wilayah dan proyeksi masa depan
e Penaksiran keterhubungan antar elemen dalam wilayah

Analisa sangat diperlukan dalam proses perencanaan wilayah.
Kecermatan membuat perencanaan wilayah juga dipengaruhi oleh
sejauhmana analisa dilakukan terhadap semua unsur yang terdapat dalam
sistem wilayah. Untuk keperluan perencanaan terintegrasi, beberapa tahapan
analisa yang diperlukan yang disusun sebagai berikut :

1. Tahap penaksiran status dan proyeksi dari tiap-tiap elemen dalam
sistem perencanaan, baik tata guna lahan maupun pembangunan

2. Tahap penaksiran keterhubungan antara beberapa elemen dalam
sistem perencanaan, baik tata guna lahan maupun pembangunan

3. Analisa potensi, kebutuhan dan permasalahan oleh para pihak

4. Analisa daya dukung dan pembagian lokasi
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Beberapa studi kasus, dimaksudkan untuk menuntun perencana secara
konseptual maupun teknikal untuk membuat perencanaan yang berbasiskan
data dan prinsip ekonomi, ekologi, serta terintegrasi dengan unsur antisipatif
dan partisipatif. Contoh-contoh kasus tidak dimaksudkan untuk secara
komprehensif mencakup semuayang diperlukan oleh perencanatetapi dipilih
sehinggga dapat mewakili secara konsep dan teknis. Diharapkan pada akhir
bab ini para perencana mampu menerapkannya sesuai dengan keperluan dan
situasi daerah perencanaan masing-masing.

Empat elemen utama perencanaan wilayah rural adalah sumber
daya lahan, lingkungan, masyarakat lokal dan faktor-faktor penunjang
pembangunan, seperti yang dipaparkan di atas. Pada tahap awal perencanaan,
penaksiran status dan proyeksi dari masing-masing elemen harus dilakukan.
Dari tahap ini akan diketahui bagaimana status masing-masing elemen di
setiap area di wilayah perencaan seperti sebaran penggunaan lahan, masalah
lingkungan dan jasa lingkungan, sebaran penduduk, proyeksi penduduk,
sebaran tenaga kerja, kesenjangan ekonomi, daya jangkau pelayanan umum
dan hal-hal lain yang masih banyak.

Pada tahap kedua, diperlukan studi keterhubungan antara masing-
masing elemen yang berkaitan erat. Tahap ini sangat penting dalam proses
perencanaan, karena perubahan dari satu elemen akan mempengaruhi elemen
yang lain; hal ini penting untuk mengantisipasi kebutuhan dan permasalahan
di masadepan, untuk menentukan intervensi ataupun program pembangunan
dengan tujuan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta
kelayakan dari suatu tipe penggunaan lahan yang memerlukan fasilitas
tertentu.

Tahap ketiga mencakup analisa potensi, kebutuhan dan permasalahan
dilihat dari berbagai sudut pandang dan dilakukan oleh para pihak, yaitu
masyarakatlokal penggunalahan, ilmuwan dan pembuatkebijakan. Partisipasi
masyarakat lokal dalam diskusi kelompok, interview, musyawarah, sosialisasi
dan wadah-wadah komunikasi lainnya mutlak diperlukan untuk mengetahui
situasi saat ini, kebutuhan dan permasalahan, potensi dan aspirasi ke depan.
Dari perspektif ilmuwan beberapa konsep dasar untuk menjaga kualitas
lingkungan hidup, yang mencakup antara lain keanekaragaman hayati,
tanah, Daerah Aliran Sungai (DAS), karbon dan keindahan bentang lahan,
sangat penting. Konsep ekonomis dalam hal profitability dan agregasi juga
perlu diperhitungkan. Selain itu, dari perspektif pembuat kebijakan, ada alur
proses dan peraturan maupun rencana di tingkat propinsi maupun nasional
yang harus dipenuhi. Disamping itu, anggaran yang diterima selalu lebih
kecil dibandingkan dengan yang diperlukan dan oleh karena itu pendapatan
daerah menjadi penting.

Pada tahap keempat, ketiga perspektif tersebut perlu diintegrasikan
dalam suatu proses perencanaan untuk mencapai ‘sustainable development’.
Hasil analisa dari tahap ketiga di atas akan lebih lanjut diwujudkan dalam
perencanaan keruangan. Beberapa skenario akan dikembangkan berdasarkan
110 [Bab 4 Integratif; Beberapa Tahapan Analisa dalam Kegiatan Perencanaan Wilayah




aspirasi para pihak dan mengacu pada ketersediaan anggaran pemerintah.
Draft rencana kemudian disosialisasikan dan dinegosiasikan dengan para
pihak untuk mendapatkan masukan yang kemudian secara iteratif dipakai
sebagai bahan untuk memperbaiki draft rencana.

Tahapan analisa yang akan dijelaskan disini adalah sebagai berikut :
Tahap 1. Penaksiran status dan proyeksi dari elemen dalam sistem
perencanaan
e Studi kasus 1: analisa fungsi pelayanan
e Studi kasus 2: analisa indeks lokasi

Tahap Il. Penaksiran keterhubungan antara beberapa elemen dalam system
perencanaan

e Studi kasus 3: penggunaan lahan dan proyeksi penggunaan lahan

e Studi kasus 4: analisa kelayakan komoditas

Tahap I1l. Analisa potensi dan permasalanan
e Studi kasus 5: analisa partisipatif
e Studi kasus 6: evaluasi terhadap rencana tata guna lahan

Tahap IV. Analisa daya dukung dan pembagian lokasi

e Studi kasus 7: analisa daya dukung dan pembagian lokasi
0 Skenario 1: pencetakan sawah baru

Skenario 2: rubber crumb factory

Skenario 3: pembangunan pusat pelayanan

Skenario 4: identifikasi lahan kritis dan area rehabilitasi

[eXNelNe]

4.1 Analisa Spasial untuk Menghitung Komponen
Jarak dan Keterkaitan

Sebagai kelanjutan dari Buku 1 sebelumnya, analisa perencanaan
wilayah secara spasial yang dilakukan pada setiap pembahasan dibantu
oleh software open sources yaitu ILWIS, sehingga kemampuan menggunakan
software tersebut diperlukan untuk melakukan seluruh tahapan analisa
perencanaan seperti dicontohkan dalam buku ini.

Pada bahasan sebelumnya telah dipelajari sejumlah operasi spasial
analisis dasar yang digunakan untuk overlay peta-peta raster. Dimana operasi-
operasi overlay hanya mempertimbangkan kombinasi dari sel-sel raster dari
beberapa peta yang berbeda pada lokasi yang sama, sementara itu kalkukasi
tetangga sebelah (neighbourhood) mengevaluasi karakteristik-karakteristik
suatu lokasi yang telah ditentukan dan area sekitarnya. Kalkulasi-kalkulasi
ini menggunakan satu jendela kalkulasi yang kecil (misalnya 3X3 sel) dengan
melakukan perulangan suatu kalkulasi tertentu pada setiap piksel dalam
peta, dengan mengikutsertakan nilai tetangga yang bersebelahan dalam
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perhitungannya. Manakala dalam perhitungannya hanya menyertakan 4
tetangga sebelah dapat dikatakan sebagai suatu operasi 4 koneksi (a4 connected
operation). Sementara itu manakala semua 8 tetangga sebelah diikutsertakan
dalam perhitungannya, operasi ini disebut sebagai operasi 8 koneksi (an 8
connected operation). Perbedaan dari kedua operasi tersebut dapat dijelaskan
pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.1. Diagram ilustrasi ketetanggaan, 4 hubungan (kiri) dan 8
hubungan (kanan)

Jendela kalkulasi dimulai dengan piksel pertama pada baris pertama
dari suatu peta. Hasil dari kalkulasi ini akan disimpan pada piksel tengah.
Selanjutnya jendela kalkulasi bergerak ke piksel kedua pada baris pertama,
dan kalkulasi akan diulang. Dengan cara ini jendela kalkulasi akan bergerak
melewati seluruh peta.

1. Simple Distance Calculation

Dalam latihan ini, peta jaringan jalan dengan domain class akan
digunakan untuk kalkulasi jarak dari jaringan jalan terhadap lokasi atau area
yang lain, dengan asumsi bahwa semua area mempunyai tingkat aksesibilitas
yang sama. Peta raster jaringan jalan (jalan_klas) berisikan piksel-piksel, yang
merepresentasikan jalan (piksel-piksel sumber/source pixels) dan piksel yang
tak terdefinisikan (undefined pixels), yang merepresentasikan area-area selain
jaringan jalan dalam suatu peta. Langkah-langkah untuk perhitungan jarak
dapat dilakukan seperti prosedur di bawah.

e Double klik operasi perhitungan/kalkulasi jarak (Distance Calculation)
pada jendela operation list. Selanjutnya akan ditampilkan dialog distance
calculation.

e Pada distance calculation, pilih peta raster jalan (Jalan_klas) pada kotak
daftar sumber peta (source map).

e Selanjutnya tuliskan nama peta sebagai hasil dari proses perhitungan
jarak pada kotak teks output raster map.
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Gambar 4.2. Jendela untuk menghitung jarak secara sederhana

Pada kotak daftar Domain secara otomatis akan terpilih domain : distance
yang merupakan domain sistem yang ada pada perangkat lunak ILWIS.
Sementara itu untuk kotak dialog yang lain ikuti secara defaults. Kemudian
klik tombol Show untuk mulai proses kalkulasi jarak.
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Gambar 4.3. Jendela yang sudah diisi untuk menghitung jarak

Setelah proses kalkulasi selesai akan ditampilkan kotak dialog Display
Options. Pada kotak Representation pilih representasi CLRSTP12, sementara
itu pada kotak Stretch ubah range-nya antara 0 sampai 3000. Selanjutnya
klik OK untuk menampilkan peta hasil kalkulasi.

Bab 4 Integratif; Beberapa Tahapan Analisa dalam Kegiatan Perencanaan Wilayah [ 113



T i

Urprmmbrs Smtas Mg i B, sy
[N
Errmmn s "Stamcn”

e

[P

[~ monis e

[~ Ty

I~ ot

Bapevsemian | fgriatir =4
e Telmsios

B eew (7 L
™ g @ byl " CeA S

[T (w2 g
Gambar 4.4. Pilihan cara menampilkan peta hasil

e Selanjutnya peta jarak (distance map) akan ditampilkan pada layar. Peta
yang dihasilkan dari proses kalkulasi ini merupakan peta value (value
map), dimana nilai-nilai piksel merupakan jarak piksel yang bersangkutan
terhadap piksel sumber yang terdekat.
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Gambar 4.5. Peta hasil perhitungan jarak

2. Shortest Path

Jalur terdekat (shortest path) adalah satu dari berbagai proses perhitungan
tetangga terdekat (neighbourhood) yang dapat dilakukan menggunakan
software ILWIS. Jalur terdekat merupakan suatu operasi atau perhitungan
untuk menentukan jalur terpendek antara dua atau lebih lokasi.
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Diperlukan beberapa peta tambahan untuk operasi perhitungan jarak
terdekat (shortest path) yaitu peta sumber (source maps) dan peta bobot (weight
maps). Peta sumber merupakan peta titik awal (starting point) dan peta titik
akhir (end point) dari suatu jalur pencarian jarak terdekat. Sementara peta
bobot (weight map) merupakan suatu faktor pembobot untuk mensimulasikan
tingkat kesulitan dalam melewati suatu wilayah atau area, yang merupakan
suatu bentuk rintangan misalnya hutan, sungai, danau, dan sebagainya.
Dalam latihan ini, untuk perhitungan jalur terdekat akan dilakukan
menggunakan dua peta sumber namun tidak menyertakan peta bobot,
sehingga diasumsikan bahwa tingkat aksesibilitas untuk masing-masing
penggunaan lahan adalah sama.

Contoh kasus yang digunakan untuk perhitungan jarak terdekat
adalah, sebagai misal ada beberapa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas)
yang mempunyai jarak optimum sekitar 5 km untuk memberikan pelayanan
kesehatan terhadap masyarakat desa disekitarnya. Dengan menggunakan
perangkat lunak ILWIS kita akan dapat mengetahui desa mana saja yang akan
terlayani oleh puskesmas tertentu, serta akan diketahui juga desa-desa mana
saja yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dikarenakan faktor
jarak yang cukup jauh terhadap puskesmas. Prosedur untuk mendapatkan
informasi tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti di bawah
ini.

3. Menyiapkan dua peta sumber (source maps)

Satu dari beberapa peta masukan yang diperlukan untuk operasi
perhitungan jarak terdekat (shortest path) adalah dua peta sumber (source
maps) dimana hanya pusat desa yang mempunyai nilai sementara area yang
lain tak terdefinisikan (undefined), serta lokasi puskesmas yang mempunyai
nilai sementara lokasi yang lain tak terdefinisikan. Langkah-langkah yang
diperlukan untuk menyiapkan dua peta sumber adalah sebagai berikut.

e Tampilkan peta lokasi puskesmas (puskesmas) dan peta lokasi desa
(desa2006) yang mana dari kedua peta tersebut akan kita gunakan sebagai
peta sumber (source map) dalam perhitungan jarak.

e Langkah selanjutnya adalah membuat peta titik sebagai peta sumber
(source map). Peta titik ini merupakan peta lokasi puskesmas yang
bertindak sebagai peta titik awal untuk perhitungan jaraknya. Non
aktifkan peta desa, sehingga pada jendela peta yang ditampilkan hanya
peta puskesmas.

e Pada jendela peta, buka menu File dan selanjutnya pilih Create, Point
Map.
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Gambar 4.6. Peta poin lokasi puskesmas
e Pada kotak dialog Create Point Map, tuliskan nama baru untuk peta titik

yang kita buat yang merupakan peta lokasi puskesmas, misalnya berikan
dengan nama Awal. Terima default batas koordinat untuk peta titiknya.
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Gambar 4.7. Tampilan langkah untuk membuat point map
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Gambar 4.8 Jendela isian untuk membuat poin map

e Selanjutnya klik tombol create domain A untuk membuat sebuah domain
klas baru pada peta titik.

e Pada kotak dialog create domain, tuliskan sebuah nama baru untuk
Domain, misalnya berikan nama Sumber. Pilih domain class.

e Selanjutnya akan ditampilkan jendela editor domain class/ID. Tambahkan
klas Awal pada domainnya,
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Gambar 4.9. Jendela tampilan membuat domain
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Gambar 4.10. Jendela editor
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e Selanjutnya tutup domain editor dan klik OK pada kotak dialog Create
Point Map.
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Gambar 4.11. Jendela isian yang sudah siap dieksekusi

e Selanjutnya pada jendela daftar peta akan ditambahkan peta titik baru
dengan nama Awal sebagai wadabh titik permulaan (starting point) dalam

perhitungan jarak terdekat.
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Gambar 4.12. Tampilan layar yang sudah siap untuk membuat point map

e Selanjutnya editor titik (point editor) akan diaktivasikan. Pada point editor,
lakukan perbesaran (zoom in) pada area dimana titik permulaan berada.

o Kemudian klik tombol insert mode AN pada toolbar point editor.
e Tambahkan titik permulaan (starting point), serta definisikan titik tersebut
dengan nama Awal.
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Gambar 4.13. Tampilan untuk memilih domain kelas
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o Kemudian tutup jendela point editor. Peta titik Awal akan berisikan titik
permulaan (starting point).
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Gambar 4.14. Tampilan sebelum dan sesudah menutup point editor
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Peta titik Awal merupakan peta sumber yang pertama yang digunakan
sebagai titik awal dalam perhitungan jarak terdekat. Selanjutnya masih
diperlukan peta titik kedua yang akan didefinisikan sebagai peta sumber yang
kedua serta berikan nama peta titik Akhir. Sebagai dasar yang digunakan
untuk pembuatan peta titik kedua adalah peta titik desa yang merupakan
lokasi pusat desa.

Peta sumber kedua ini akan dibuat dengan menggunakan metode yang
lebih efektif dan efisien, mengingat ada sekitar 322 titik yang merupakan pusat
desa yang akan didefinisikan sebagai peta sumber yang kedua. Prosedur
yang lebih efektif untuk membuatnya adalah dengan menggunakan kalkulasi
table. Adapun prosedurnya dapat dilakukan seperti berikut:

o Tampilkan tabel lokasi pusat desa (Desa06).
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Gambar 4.15. Tampilan tabel “desa2006”
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e Selanjutnya pada baris perintah (command line) tuliskan formula seperti
di bawah ini :
Sumber = IFF(Desa06="Desa_Center”’, “Akhir”, “?”)

Adapun maksud dari formula tersebut di atas adalah jika dalam kolom
Desa06 merupakan “Desa_Center”, definisikan sebagai “Akhir”,
sementara yang lainnya “?”, serta hasilnya simpan pada kolom baru
dengan nama Sumber.

¢ Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog Column properties. Pada kotak
domain pilihlah domain Sumber.
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Gambar 4.16. Kotak dialog column properties

e Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog Merging domains, maksudnya
adalah menambahkan item baru dengan nama Akhir pada domain
Sumber. Selanjutnya tekan Yes untuk konfirmasinya.
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Gambar 4.17. Kotak dialog pilihan merging domains

e Selanjutnya pada table Desa06 akan ditambahkan kolom baru dengan
nama Sumber.
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Gambar 4.18. Tampilan tabel dengan tambahan kolom “sumber”

e Selanjutnya pada jendela utama ILWIS, klik kanan peta titik Desa06, lalu
pilih vector operations, attribute map.
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Gambar 4.19. Menjalankan menu operasi untuk membuat attribute map

e Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog attribute map. Pastikan pada
kotak Attribute untuk memilih kolom “Sumber”. Kemudian berikan
nama nama sebagai keluaran peta titiknya, misalkan buat nama akhir.
Kemudian tekan show.
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Gambar 4.20. Tampilan isian kotak dialog

o Selanjutnya pada dialog display options tekan OK.

e Setelah selesai membuat kedua peta sumber (Awal dan Akhir), langkah
selanjutnya adalah melakukan proses rasterisasi. Dari kedua peta raster
ini akan digunakan sebagai peta sumber selama proses kalkulasi jarak.

Melaksanakan perhitungan jarak yang pertama
e Dari Operation menu pada jendela utama ILWIS, pilih Raster Operations,
kemudian distance calculations.
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Gambar 4.21. Menjalankan operasi perhltungan jarak

e Pada kotak dialog distance calculations, pilih peta Awal pada isian kotak
source map.

e Selanjutnya tuliskan nama baru sebagai wadah peta keluaran dari hasil
perhitungan jaraknya, sebagai misal buat nama Jarak1.
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Gambar 4.22. Tampilan isian pada jendela distance calculation

e Selanjutnya klik Show untuk konfirmasi proses perhitungan jarak.
e Selanjutnya klik OK pada dialog Display Options untuk pilihan tampilan
peta hasil perhitungan jarak.

LHULT

Gambar 4.23. Tampilan peta “Jarakl1”

. Melaksanakan perhitungan jarak yang kedua
e Dari operation menu pada jendela utama ILWIS, pilih Raster Operations,
kemudian Distance Calculations.
e Pada kotak dialog Distance Calculations, pilih peta Akhir pada isian kotak
Source map.
e Selanjutnya tuliskan nama baru sebagai wadah peta keluaran dari hasil
perhitungan jaraknya, sebagai misal buat nama Jarak?.
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Gambar 4.24. Tampilan isian pada jendela distance calculation

Selanjutnya klik Show untuk konfirmasi proses perhitungan jarak.
Selanjutnya klik OK pada dialog Display Options untuk pilihan tampilan
peta hasil perhitungan jarak.
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Gambar 4.25. Tampilan peta “Jarak2”

6. Penjumlahan (summing) peta hasil perhitungan jarak
Dengan menjumlahkan (summing) dari kedua peta jarak tersebut
(Jarakl dan Jarak2), kita akan mendapatkan informasi mengenai jalur
terdekat (Shortest Path) atau area dengan jalur terdekat dapat ditempatkan.
e Tuliskan formula seperti di bawah ini pada baris perintah di jendela
utama ILWIS:
Jalur = Jalurl+Jalur2
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7.

Kemudian akan ditampilkan kotak dialog Raster Map Definition.
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Gambar 4.26. Operasi “Map Calculation”

Selanjutnya klik Show untuk konfirmasi proses perhitungannya.
Selanjutnya klik OK pada dialog Display Options untuk pilihan tampilan
peta hasil summing.
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Gambar 4.27. Tampilan peta “Jalur”

Pencarian jalur terpendek (shortest path)
Manakala dalam perhitungan jaraknya tidak menggunakan peta bobot,

jalur terpendek (shortest path) dengan asumsi jarak maksmal 5 km dari pusat
pelayanan kesehatan (puskesmas) terhadap desa sekitarnya akan dengan
mudah ditemukan dengan prosedur sebagai berikut.

Tuliskan formula seperti di bawah ini pada baris perintah di jendela
utama ILWIS:
Jalur_5km = INRANGE(Jalur, 0, 5000)
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¢ Kemudian akan ditampilkan kotak dialog Raster Map Definition.
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Gambar 4.28. Tampilan jendela operasi jalur terpendek

Selanjutnya klik Show untuk konfirmasi proses perhitungannya.
Selanjutnya klik OK pada dialog Display Options untuk pilihan tampilan
petanya.

e Selanjutnya setelah peta jalur terdekat dari pusat pelayanan kesehatan
terhadap desa sekitarnya ditampilkan pada jendela peta, tampilkan juga
peta Awal (merupakan titik awal/lokasi puskesmas) dan peta Akhir
(lokasi pusat desa) pada jendela peta yang sama. Tampilannya akan
terlihat seperti gambar di bawah ini.
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Gambar 4.29. Tampilan peta pencarlan Jalur teﬁoendek pada Jangkauan 5 km
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Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa dari lokasi puskesmas
tertentu, dengan asumsi jarak optimum 5 km untuk pelayanan kesehatan,
akan dapat diketahui desa mana saja yang akan terlayani oleh puskesmas
tertentu, serta akan diketahui juga desa-desa mana saja yang sulit untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan dikarenakan faktor jarak yang cukup jauh
terhadap puskesmas.

8. Connectivity Calculation
Connectivity calculations melihat unit-unit spasial yang saling terhubung

(menggunakan sekumpulan aturan yang telah terlebih dahulu didefinisikan).

Unit-unit spasial ini bisa dalam peta raster maupun peta vektor. Secara garis

besar connectivity calculations dapat dibagi menjadi beberapa fungsi:

- Contiguity functions: Area-area terhubung yang saling berbagi (share)
dalam karakteristik tertentu;

- Proximity functions: Area-area terhubung yang mempunyai kesamaan
jarak (dalam waktu, jarak, biaya) terhadap suatu titik, garis ataupun
area;

- Network functions: Area-area (biasanya dalam bentuk garis) yang
membentuk sekumpulan kenampakan yang saling terkoneksi;

- Spread functions: Area-area terhubung yang menghasilkan untuk
penyebaran (spreading), dillution, ataupun akumulasi dari suatu fenomena
dari satu titik, garis ataupun area;

- Seek functions: Area-area terhubung (biasanya garis) yang membentuk
suatu lintasan yang optimum berdasarkan suatu aturan keputusan yang
spesifik.

Dalam latihaninifungsi contiguity akan diterapkan untuk menyelesaikan
suatu kasus yang berkaitan dengan kalkulasi konektivitas.

4.2 Penaksiran Kondisi Fasilitas Wilayah yang ada
dan Proyeksi Masa Depan

e Studi kasus 1: analisa fungsi pelayanan

Pada dasarnya, studi kasus ini menaksir ketersediaan dan daya jangkau
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat yang tersebar
di daerah perencanaan. Penaksiran ini penting untuk dilakukan, karena pada
dasarnya anggaran pemerintah terbatas, sehingga perlu dibuat skala prioritas
untuk pembangunan prasarana dan perlu dipikirkan pembangunan yang
memiliki nilai guna optimum.

Prinsip dasar untuk mencapai nilai guna optimum adalah agglomerated
economics: “dengan semakin banyaknya jenis dan jumlah pelayanan dan
aktifitas ekonomis, efisiensi dan pendapatan akan meningkat. Akses yang
baik terhadap pasar, sistem keuangan dan pasar tenaga kerja yang lebih
luas akan menurunkan biaya produksi per unit, meningkatkan pendapatan
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dan kesejahteraan.” Oleh karena itu pemilihan lokasi untuk pembangunan
sebuah sarana pelayanan ataupun aktifitas ekonomis menjadi sangat
penting karena kondisi distribusi spasial dari pelayanan, aktifitas ekonomis
dan tenaga kerja yang ada sekarang menentukan efisiensi dari investasi
pembangunan. Sebagai contoh, apabila pembangunan sarana sekolah di
suatu wilayah dengan kepadatan penduduk usia sekolah yang tinggi dengan
kebutuhan pendidikan yang belum terlayani akan lebih efisien dibandingkan
dengan di wilayah dengan kepadatan rendah, sehingga apabila pemerintah
hanya mempunyai budget untuk membangun satu sarana sekolah, sebaiknya
diletakkan di lokasi yang pertama.

Keluaran:

- Tabel dan dan peta indeks fungsi pelayanan pendidikan, kesehatan dan
ekonomi pada tingkat desa

- Peta wilayah pelayanan per fungsi pelayanan pada tingkat desa

Interpretasi:

- Pengelompokan pemukiman menurut fungsi: pusat kota, pusat
perekonomian, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan pusat yang lain.

- Tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan (pemerintah dan
swasta) yang ada dengan distribusi penduduk di suatu daerah

- Kesesuaian antara fasilitas yang ada dengan fungsinya

Kegunaan:

- Mengetahui status saat ini dalam hal: distribusi pelayanan, distribusi
penduduk/keperluan, distribusi tenaga kerja dan distribusi penggunaan
lahan

- Mengidentifikasi kesenjangan dalam pelayananan, pembangunan
(penurunan kemiskinan)

- Mengidentifikasi pusat-pusat dengan fungsi khusus, potensi khusus,
hambatan khusus

- Mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang

- Membuat skala prioritas antara kebutuhan dengan anggaran dan resource
yang terbatas

1. Analisa fungsi wilayah

Analisa fungsi wilayah dihitung berdasarkan keberadaan fungsi-fungsi
pelayanan yang ada dalam masing-masing sub-wilayah relatif terhadap total
fungsi pelayanan yang ada dalam seluruh wilayah tersebut. Semakin besar
variasi antar indeks fungsi pelayanan dari masing-masing sub-wilayah,
semakin terpusat atau semakin tidak merata persebaran fungsi pelayanan
di dalam wilayah tersebut. Dengan melakukan pembobotan terhadap angka
indeks jumlah penduduk, maka akan terlihat jumlah dan sebaran penduduk
yang terlayani dan tidak terlayani.
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Pada contoh dibawah ini akan dilakukan penghitungan indeks fungsi
untuk masing-masing desa di Kabupaten Aceh Barat. Data yang akan
digunakan adalah data Potensi Desa 2006 (desa_podes06) yang memuat
informasi mengenai layanan-layanan publik di setiap desa di Kabupaten Aceh
Barat untuk tahun 2005. Seluruh data yang dibutuhkan dapat ditemukan pada
CD yang menyertai buku ini. Dari sekian banyak informasi yang tersedia
dalam data tersebut, informasi pada kolom-kolom berikut akan digunakan
dalam studi kasus ini :

Tabel 4.1. Klasifikasi jenis pelayanan

Ne MNama kolom Derkrips
1 DESADG Mama desa di tabumn 2006
Jumlah total populasi tahun
2005
3 S0 Jumlah Sekolah Dasar
Jumlah Sekolah Menengah
4 Pertama
Jumlah Sekolah Menengah
5 L
& FT Jumlah Pergumnan Tinggi
7 RS Jumlah Rumah Saki
8 KLINIK Jumlah Klinik
9 PUSKES Jumlah Puskesmas
10 PASAR Jumlah Pasar
11 PASAR_MODE Jumlah Pasar modem

Langkah Kerja

1. Berdasarkan data yang tersedia perhatikan bahwa terdapat total 9 tipe
layanan publik yang secara umum dapat dibagi dalam 3 kelompok besar
yaitu: Pendidikan (dari kolom SD, SMP, SMU, dan PT), Kesehatan (dari
kolom RS, KLINIK dan PUSKES), dan Ekonomi (dari kolom PASR dan
PASAR_MODE).

Menghitung jumlah total masing-masing layanan
2. Tampilkan data desa_podes06. Hal pertama yang harus dilakukan adalah
mengetahui jumlah total masing-masing tipe layanan publik. Informasi
ini dapat dengan mudah dilihat dari jendela Table dengan mengaktifkan
kolom Statistical Panel .
Klik View > Statistics pane untuk mengaktifkan

Kolom Sum pada statistics pane akan memperlihatkan jumlah masing-
masing layanan publik. Catat jumlah layanan untuk masing-masing tipe
layanan. Data jumlah tersebut akan terlihat seperti table berikut:
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Menghitung fraksi (%) layanan

3.

Langkah berikutnya adalah menghitung fraksi (%) dari jumlah tipe
layanan di satu unit analisis (desa) terhadap jumlah total layanan. Hal
ini dilakukan dengan membagi jumlah layanan dari satu tipe layanan
tertentu dengan jumlah total layanan secara keseluruhan. Sebagai contoh,
akan dihitung fraksi layan dari tipe layanan SD, hasilnya akan disimpan
dalam kolom bernama Fr_SD. Gunakan Map Calculator untuk membuat
kolom tersebut. Masukkan perintah berikut:

Fr_SD=(SD/148)*100

Perhatikan bahwa fraksi layanan SD dihitung dengan membagi angka
pada kolom SD dengan jumlah 148 yang merupakan jumlah total sekolah
dasar yang ada di Aceh Barat (lihat table pada langkah no.2), kemudian
dikalikan 100 untuk mendapatkan angka persentase. Tekan Enter untuk
mengaktifkan perintah tersebut dan perhatikan hasil perhitungannya.
Perhatikan misalnya untuk desa LAPANG, angka yang tertera pada kolom
Fr_SD adalah 1.35% yang menyatakan bahwa desa tersebut menyediakan
1.35% sekolah dasar dari jumlah sekolah dasar di Aceh Barat.
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Gambar 4.30. Tampilan tabel jenis layanan dan statistic pane-nya

Tabel 4.2. Jumlah layanan
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4,

Hitung angka fraksi layanan (%) untuk kesembilan tipe layanan yang
ada di Aceh Barat. Untuk kemudahan, gunakan kode Fr_(nama layanan)
untuk penamaannya.
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Gambar 4.31. Tampilan table dengan kolom Fr-SD”

Menghitung jumlah fungsi layanan masing-masing desa

Setelah semua fraksi layanan selesai dihitung, jumlahkan semua angka
fraksi layanan untuk setiap desa di Aceh Barat. Gunakan Map Calculator
dengan perintah sebagai berikut:
Tot_fungsi=Fr_SD+Fr_SMP+Fr_SMU+Fr_PT+Fr_RS+Fr_KLINIK+Fr_
PUSKES+Fr_PASAR+Fr_PASAR_MODE

Perhatikan bahwa kolom Tot_fungsi yang dihasilkan oleh perintah diatas
adalah jumlah keseluruhan semua fungsi layanan di Aceh Barat.

Menghitung ketersediaan layanan

7.

Langkah berikutnya adalah menghitung ketersediaan layanan untuk
masing-masing desa. Sebagaimana dijelaskan padalangkahno.1, terdapat
9tipe layanan di Aceh Barat (SD, SMP, dst). Pada langkah ini akan dihitung
berapa jumlah tipe layanan untuk masing-masing desa. Perhatikan
dengan seksama, bahwa yang dihitung adalah ketersediaan tipe layanan,
bukan jumlah layanannya. Sebagai ilustrasi jika pada suatu desa hanya
terdapat sekolah dasar saja dan tidak terdapat layanan lainnya, maka
nilai ketersediaan layanannya adalah 1. Sebaliknya jika pada sebuah desa
terdapat semua fasilitas pelayanan, maka nilai ketersediaannya adalah 9.
Untuk mengecek angka ketersediaan untuk satu fungsi, harus digunakan
persamaan relasional pada Map Calculator. Sebagai contoh, untuk
mengetahui desa mana saja yang memiliki Sekolah Dasar, digunakan
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9.

perintah sebagai berikut:
Avail_SD=iff(SD>0,1,0)

Perhatikan bahwa untuk memeriksa desa mana saja yang memiliki
sekolah dasar digunakan perintah yang akan menghasilkan kolom
bernama Avail_SD. Perhatikan bahwa kriteria SD>0 digunakan untuk
memeriksa desa mana saja yang paling tidak memiliki satu sekolah dasar.
Jika criteria tersebut dipenuhi maka pada kolom Avail_SD, desa tersebut
akan memiliki nilai 1 jika tidak maka nilainya 0. Untuk lebih memahami
perhatikan ilustrasi berikut:
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Gambar 4.32. Tampilan tabel ketersediaan fasilitas layanan

Hitunglah angka ketersediaan layanan untuk seluruh tipe layanan
yang ada. Gunakan sistem penamaan Avail (nama layanan) untuk
kemudahan.

Menghitung jumlah ketersediaan layanan

10.

11.

Jika langkah sebelumnya telah dilakukan, maka akan tersedia 9 kolom
yang berisikan informasi mengenai ketersediaan layan tertentu di setiap
desa. Langkah berikutnya adalah menghitung ketersediaan layanan
masing-masing desa. Gunakan Map Calculator dengan perintah sebagai
berikut:
Tot_Avail=Avail SD+Avail SMP+Avail SMU+Avail PT+Avail
RS+Avail KLINIK+Avail PUSKES+Avail PASAR+Avail PASAR _
MODE

Perhatikan bahwa kolom Tot_Avail yang dihasilkan oleh perintah di atas
adalah jumlah ketersediaan layanan masing-masing desa.

Menghitung indeks fungsi

12.

Indeks Fungsi masing-masing desa dihitung dengan membagi jumlah
fungsi yang tersedia dengan jumlah ketersediaan fungsi/layanan di
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13.

maisng-masing desa. Gunakan Map Calculator dengan persamaan
sebagai berikut :
Idx_Fungsi=Tot_Fungsi/Tot_Avail
Perhatikan bahwa dari persamaan ini akan didapatkan kolom bernama
Idx_Fungsi yang merupakan angka Indeks Fungsi masing-masing desa.
Angka pada kolom tersebut menunjukkan jumlah frekuensi layanan
yang diberikan masing-masing desa. Semakin tinggi angka pada kolom
ini, maka semakin baik layanan publik pada desa tersebut, sebaliknya
semakin rendah angka pada kolom Idx_fungsi semakin buruk layanan
publik pada desa tersebut.
Angka indeks fungsi dapat dikalikan dengan jumlah populasi untuk
mendapatkan berapa total populasi yang terlayani dari masing-masing
desa. Gunakan persamaan sebagai berikut
Pop_fungsi=(Idx_fungsi*Pop_tot)/100

Menampilkan angka indeks fungsi secara spasial

14.

Tabel desa_podes06 dimana indeks fungsi dihitung, masih terhubung
dengan data spasial desa_podes06_utm. Oleh karena itu, dimungkinkan
untuk menampilkan data tersebut secara spasial. Klik dua kali desa_
podes06_utm, pada jendela Display Option, pilih Idx_fungsi sebagai
attribute. Buat file Representation jika dibutuhkan. Hasilnya akan terlihat
seperti gambar berikut
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Gambar 4.33. Tampilan peta indeks fungsi
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2. Analisa wilayah pelayanan

Pada kenyataannya suatu fungsi pelayanan yang terletak di suatu
desa tidak dibatasi untuk hanya melayani penduduk di desa tersebut
melainkan juga melayanai penduduk desa disekitarnya apabila akses jalan
memungkinkan penduduk mencapai pusat pelayanan tersebut. Oleh karena
ituk jika indeks fungsi pelayanan ini diboboti juga oleh keterjangkauan
berdasarkan akses jalan yang ada dari pemukiman penduduk maka akan
terlihat sebaran penduduk yang yang bisa dijangkau oleh pusat pelayanan
yang ada saat ini. Pada contoh kasus berikut akan dilakukan analisa wilayah
pelayanan dengan memperhatikan faktor konektivitas antar desa.

Datayangakan digunakanadalah data Potensi Desa 2006 (settlement_06)
yang memuat informasi mengenai layanan-layanan publik di setiap desa di
aceh barat untuk tahun 2005. Juga akan digunakan peta aksesibilitas Aceh
Barat yang dibuat berdasarkan peta jaringan jalan yang ada.

Langkah Kerja

1. Untuk mempersingkat proses pengolahan data, pada studi kasus
ini diasumsikan hanya ada 3 tipe layanan yang akan dianalisa,yaitu
Pendidikan (jumlah layanan dari kolom SD, SMP, SMU, dan PT),
Kesehatan (dari kolom RS, KLINIK dan PUSKES), dan Ekonomi (dari
kolom PASAR dan PASAR_MODE). Harus diingat bahwa pada proses
yang sebenarnya,harus dilakukan penghitungan untuk kesembilan jenis
tipe layanan yang ada.

2. Gunakan Map Calculator untuk mendapatkan jumlah layanan
pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sebagai contoh, untuk mendapatkan
angka jumlah layanan pendidikan digunakan perintah :

PENDIDIKAN=SD+SMP+SMU+PT

DariperintahdiatasakandidapatkankolombarubernamaPENDIDIKAN.
Dengan menggunakan persamaan yang serupa, hitung jumlah layanan
kesehatan dan ekonomi, beri nama kedua kolom yang memuat informasi
tersebut KESEHATAN dan EKONOMLI.

Mengidentifikasi desa-desa yang tidak memiliki fasilitas layanan publik

3. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada studi kasus ini akan dihitung
indeks fungsi untuk desa-desa yang tidak memiliki fasilitas layanan
publik akan tetapi berada pada jarak yang memadai dari desa-desa
yang memiliki fasilitas tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan
adalah mengidentifikasi desa mana saja yang tidak memiliki fasilitas
layanan publik. Hal ini dapat ditandai dengan angka nol pada kolom
PENDIDIKAN, KESEHATAN dan EKONOMI yang telah dihitung pada
langkah no.2. Gunakan Map Calculator untuk proses ini. Misalkan untuk
melihatdesamanasajayangtidak memilikifasilitas pendidikan,digunakan
persamaan berikut:
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CEK_PENDIDIKAN=IFF(PENDIDIKAN=0,"TIDAK
TERSEDIA”,”TERSEDIA”)

Dari perintah diatas akan didapatkan kolom CEK_PENDIDIKAN.
Kolom ini akan berisikan pernyataan “TIDAK TERSEDIA” jika angka pada
kolom PENDIDIKAN adalah nol, jika tidak maka kolom ini akan berisikan
pernyataan “TERSEDIA”. Tekan Enter untuk mengaktifkan perintah tersebut.
Hasilnya ditunjukkan pada gambar berikut:
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Gambar 4.34. Tampilan tabel dengan kolom baru
berupa ketersediaan fasilitas pendidikan

Dengan cara yang sama, lakukan identifikasi desa-desa yang tidak
miliki fasilitas kesehatan dan ekonomi. Beri namakeduakolom yang dihasilkan
CEK_KESEHATAN dan CEK_EKONOMI. Perhatikan bahwa semua kolom
yang dihasilkan masih berdomain STRING. Semua kolom ini harus diubah
terlebih dahulu menjadi domain CLASS sebelum dapat dipergunakan dalam
proses lebih lanjut. Klik kanan pada salah satu kolom yang telah dihasilkan,
pilih Properties. Tekan tombol Create Domain from String in Column, beri
nama domain baru ini CEK_LAYANAN. Kemudian ubah menjadi domain

yang sama.

4. Langkah selanjutnya adalah membuat data spasial yang memuat lokasi
desa-desa yang memiliki/tidak memiliki fasilitas. Perhatikan bahwa tabel
settlement_06 yang digunakan, terhubung dengan data point pada
file settlement_06_utm. Untuk membuat data spasial yang diinginkan,
digunakan perintah Attribute maps. Pada jendela utama ILWIS, Klik
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kanan data settlement_06_utm > Vector Operations > Attribute Maps.
Pada jendela yang muncul, pilih CEK_PENDIDIKAN pada kolom
Attribute, dan beri nama pada kolom Output Point Map: pendidikan
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Gambar 4.35. Jendela membuat attribute map

Dengan cara yang sama, buat dua Attribute maps, masing-masing
untuk kolom CEK_KESEHATAN dan CEK_EKONOMI. Beri nama kedua
data baru ini kesehatan dan ekonomi. Kemudian lakukan konversi untuk
mengubah semua data ini menjadi data raster.
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Gambar 4.36. Tampilan attribute map ketersediaan fasilitas pendidikan
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Menghitung wilayah layanan
5. Langkah berikutnya adalah membuat wilayah layanan dari masing-
masing fungsi. Pertama-tama, harus dibuat terlebih dahulu data spasial
sementara yang memuat lokasi desa yang memiliki fasilitas layanan
publik. Gunakan persamaan berikut pada Map Calculator:
pusat_kesehatan=iff(kesehatan="TERSEDIA”,”pusat kesehatan”,?)

Dari persamaan di atas akan didapatkan lokasi-lokasi desa yang memiliki
fasilitas kesehatan saja. Dengan cara yang sama buat data pusat_
pendidikan dan pusat_ekonomi,

6. Selanjutnya, hitung jarak dari masing-masing pusat layanan. Klik kanan
pada data pusat_kesehatan, kemudian pilih Raster operation > Distance
calculation. Beri nama file hasil penghitungan jarak: jarak_kesehatan.
Dengan cara yang sama buat data jarak untuk pusat pendidikan
dan ekonomi, beri nama masing-masing: jarak_ekonomi dan jarak_
pendidikan. Hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut:

e AR R | S S S

jarak_pendidikan jarak_kesehatan jarak_ekonomi
Gambar 4.37. Peta jarak tiap jenis layanan

7. lika diasumsikan bahwa jarak optimum sebuah desa ke pusat layanan
adalahmaksimum5km, makalangkahselanjutnyaadalahmengidentifikasi
wilayah layan dengan radius tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan
menggunakan perintah:

layanan_pendidikan=iff(jarak_pendidikan>5000,0,1)

Perintah ini akan menghasilkan data bernama layanan_pendidikan.
Apabila jarak pada data jarak pendidikan >5000m maka nilainya adalah
nol, selain itu nilainya 1. Dengan perintah yang serupa buat wilayah
layanan untuk fungsi kesehatan dan ekonomi. Beri nama masing-masing,
layanan kesehatan dan layanan_ekonomi.
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layanan_pendidikan layanan_kesehatan layanan_ekonomi
Gambar 4.38. Peta jarak berdasarkan nilai

Pembobotan fungsi layanan berdasarkan aksesibilitas

8.

10.

11.

Tahapan selanjutnya adalah menghitung fraksi fungsi masing-masing
layanan berdasarkan tingkat aksesibilitas. Pada folder studi kasus ini
terdapat data aksesibilitas Aceh Barat dengan nama file wa_access_
rescale. Data nilai akses ini didapatkan dari jumlah panjang jalan per
kilometer persegi yang di skalakan terhadap rentang nilai 0-1. Nilai 0
pada data ini menunjukkan tidak tersedia jalan dalam radius 1km persegi,
sebaliknya nilai 1 menunjukkan tersedianya askses jalan sepanjang 1 km
untuk radius 1 km persegi.
Perhatikan bahwa dari langkah no.7 didapatkan data layanan kesehatan
dengan nilai 1 untuk setiap lokasi yang berada dalam radius 5km dari
pusat layanan. Dengan mengalikan data ini data akses akan didapatakan
nilai fungsi yang terboboti. Tentu saja ini hanya berlaku untuk desa-desa
yang tidak memiliki fasilitas sendiri.
Untuk mendapatkan nilai tersebut dapat digunakan Map Calculator
dengan persamaan:
nfungsi_pendidikan=iff(pendidikan="TIDAK TERSEDIA”, layanan_
pendidikan *wa_access_rescale , 0)

Penjelasan persamaan diatas adalah sebagai berikut: untuk setiap lokasi
pada data pendidikan yang bernilai “TIDAK TERSEDIA”, dihitung nilai
fungsi terboboti dengan mengalikan nilai pada datalayanan_pendidikan
danwa_access_rescale. Jikakriteria“TIDAK TERSEDIA” tidak terpenuhi
maka nilainya adalah nol. Hasil perhitungan akan disimpan pada data
nfungsi_pendidikan.

Dengan cara yang sama hitunglah nilai fungsi terboboti dari masing-
masing desa untuk fungsi kesehatan dan ekonomi. Beri nama masing-
masing data yang dihasilkan nfungsi_kesehatan dan nfungsi_ekonomi
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Mengintegrasikan hasil penghitungan dengan data awal

12.

13.

14.

Sampai dengan tahap ini, fraksi fungsi layanan sudah terhitung, tahapan
selanjutnya adalah mengembalikan informasi ini ke dalam data awal yaitu
tabel settlement_podes06. Langkah pertama adalah mengintegrasikan
hasil penghitungan pada data nfungsi_pendidikan, nfungsi_kesehatan
dan nfungsi_ekonomi, dengan data nama desa pada file nama_desa.
Langkah ini dilakukan dengan proses CROSS. Pada jendela utama ILWIS
pilih:

Operations > Raster operations > Cross. Pada jendela yang muncul pilih
nama_desa pada kolom 1% Map dan nfungsi_pendidikan pada kolom 2~
Map. Beri nama output tabel tabel_fungsi_pendidikan. Hasil dari proses
ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Lakukan langkah
yang sama untuk fungsi kesehatan dan ekonomi,sehingga didapatkan
dua tabel baru dengan nama tabel_fungsi_kesehatan dan tabel_fungsi_
ekonomi.
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Gambar 4.39. Jendela cross dan tabel hasil

Proses selanjutnya adalah menggabungkan ketiga tabel baru dari
langkah no.13 ke dalam tabel awal yaitu settlement_06. Gunakan proses
Join Table untuk melakukan langkah ini. Hasilnya akan didapatkan 3
kolom baru pada data settlement_06.
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Gambar 4.40. Tampilan tabel hasil proses join table

Menghitung Indeks Fungsi Berdasarkan Jumlah Fungsi Terboboti

15.

16.

17.

18.

19.

Bagian terakhir dari studi kasus ini adalah menghitung ulang nilai indeks

fungsi dengan mengikutsertakan nilai fungsi terboboti dari desa-desa

yang tidak memiliki fasilitas layanan publik.

Langkah awal adalah menggabungkan dua kolom yang memuat nilai

fungsi asli dan nilai fungsi terboboti. Lakukan hal ini dengan memasukkan

perintah berikut pada Table Calculator:
Total_Kesehatan=KESEHATAN-+nfungsi_kesehatan

Lakukan penghitungan yang sama untuk layanan pendidikan dan

ekonomi

Selanjutnya lakukan pengecekan ketersediaan layanan sebagaimana

dilakukan pada penghitungan fungsi di studi kasus sebelumya. Berikan

nama pada kolom yang dihasilkan: cek_total_kesehatan, cek_total_

pendidikan, dan cek_total_ekonomi.

Kemudian hitung indeks fungsi sebagaimana telah dilakukan pada kasus

sebelumnya. Hanya saja kali ini hanyalah dihitung 3 fungsi saja. Gunakan

persamaan berikut pada Map Calculator :

Idx_fungsi_wilayah2=((Total_pendidikan*100/209)+(Total_

Kesehatan*100/22)+(Total_ekonomi*100/57))/(cek_total _
pendidikan+cek_total_kesehatan+cek_total_ekonomi)

Gunakan proses Join Table untuk menggabungkan nilai fungsi terboboti
pada file settlement_podes06 ke desa_podes06. Dengan menggunakan
Map Calculator, buatlah kolom baru yang menggabungkan nilai dari Index
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Fungsi sebelumnya dengan indeks fungsi-wilayah pelayanan. Gunakan
perintah berikut pada Table Calculator.
idx_fungsi_final = iff(idx_fungsi=0,idx_fungsi_wilayah,idx_fungsi)

20. Kalikan indeks fungsi dengan total populasi. Perhatikan bahwa jumlah
populasi yang terlayani meningkat jauh. Hal ini memperlihatkan bahwa
semakin baik akses antar desa semakin baik pula tingkat layanan publik.
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Gambar 4.42. Peta indeks fungsi dan indeks fungsi layanan
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* Studi kasus 2: Analisa indeks lokasi

Adalah penting untuk mengetahui sentralitas ataupun sebaran spasial
darifaktor-faktor penunjang pembangunan dalam hal pengambilan keputusan
untuk perencanaan intervensi atau program pembangunan yang khusus.
Sebagai contoh, untuk membangun suatu industri yang padat karya, perlu
diperhitungkan lokasi dimana tenaga kerja terkonsentrasi di dalam wilayah
perencanaan, meskipun pada dasarnya dalam suatu wilayah penduduk
bisa bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain; untuk membangun gedung
sekolah perlu dipertimbangkan konsentrasi penduduk usia sekolah. Contoh
yang lain, untuk membangun sebuah pabrik pengolahan karet, salah satu
faktor yang perlu diperhatikan adalah sebaran dan konsentrasi kebun karet
yang ada sekarang.

Analisaindekslokasi dimaksudkan untuk membandingkan kemampuan
faktor-faktor penunjang pembangunan pada masing-masing sektor dalam
suatu daerah dengan yang ada di daerah yang lebih luas, misal desa dan
kabupaten, desa dengan kecamatan, kecamatan dengan kabupaten. Sektor-
sektor pembangunan dalam bentuk seperti tenaga kerja, penggunaan lahan,
dan pendapatan penduduk, dalam penghitungannya dilakukan pembobotan
dengan jarak.

Sebagai contoh, persamaan Indeks Lokasi (Location Quotient Analysis)
untuk tenaga kerja desa terhadap kabupaten adalah sebagai berikut :

Indeks Lokasi, = (S/N,)/(S/N)
Keterangan:
S, = jumlah tenaga kerja di tingkat desa
S = jumlah populasi di tingkat desa
N.= jumlah tenaga kerja di tingkat kabupaten
N = jumlah populasi di tingkat kabupaten

Nilai Indeks Lokasi > 1 menunjukkan bahwa tenaga kerja yang ada
pada desa tersebut cukup tinggi relatif terhadap tenaga kerja yang ada di
kabupaten, sedangkan nilai Indeks Lokasi <1 menunjukkan perlu adanya in-
migrasi seandainya ada program padat karya.

Kita bisa menghitung Indeks Lokasi dari beberapa kelompok penduduk
berdasarkan kelas umur, misalnya untuk menghitung Indeks Lokasi anak
usia sekolah, dsh. Selain itu kita juga bisa menghitung Indeks lokasi dari
penghasilan, luasan penggunaan lahan dll. Indeks dari beberapa faktor bisa
dihitung dan dikombinasikan dengan pembobotan yang sesuai dan relevan
dengan spesifikasi program/intervensi.

Keluaran:
- besaran nilai masing-masing unit area relatif terhadap total area
- visualisasi dalam bentuk peta

Interpretasi: kesenjangan ataupun sentralitas secara spasial
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Kegunaan:

- menyusun program pembangunan yang tepat sasaran

- mengetahui potensi masing-masing area untuk mengefisienkan

program pembangunan

Data
Data yang akan digunakan adalah data Potensi Desa 2006 (desa_podes06)
yang memuat informasi jumlah populasi di setiap desa di Kabupaten Aceh
Barat. Juga akan digunakan data tutupan lahan yang di reklasifikasi menjadi
3 komoditas: karet, wanatani, dan kelapa sawit.

Langkah Kerja

Estimasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

1. Padabagianiniakandijelaskanmengenai penghitunganIndeksPembagian
Lokasi dengan memperhitungkan jumlah tenaga kerja di tingkat desa
terhadap jumlah tenaga kerja di tingkat kecamatan dan kabupaten, serta
jumlah tenaga kerja di tingkat kecamatan dengan tingkat kabupaten.

Kal Umat

Gambar 4.43. Piramida penduduk Indonesia tahun 2000

Langkah awal yang harus dilakukan adalah menghitung jumlah tenaga
kerja di setiap desa di Aceh Barat. Dengan menggunakan asumsi bahwa
tenaga kerja aktif adalah penduduk yang berusia 15-55 tahun, dapat
dilakukan estimasi sederhana jumlah tenaga kerja di setiap desa. Untuk
mengetahui proporsi penduduk, dapat digunakan Piramida Penduduk,
yang merupakan dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan
jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah
penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima
tahunan. Grafik dapat menunjukkan jumlah penduduk atau prosentase
jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk total. Contoh piramida
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penduduk di Indonesia adalah seperti gambar 4.43 di atas.
2. Misalkan, dari figur di atas, diketahui bahwa proporsi penduduk
berdasarkan usia terhadap total populasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Proporsi persentase penduduk berdasarkan usia

Usia (thn) Proporsi (%)
0-5 10
6-14 30
15-55 50
>56 10

3. Dengan menggunakan data jumlah penduduk pada kolom pop_tot di
desa_podes06, dapat dihitung jumlah penduduk untuk masing-masing
desa. Buatlah, kolom dengan nama penduduk_0_5, penduduk_6_14,
penduduk_15_55, dan penduduk 56. Kemudian gunakan Table
Calculator untuk menghitung informasi di masing-masing kolom
tersebut. Misalkan untuk kolom penduduk_0-5, gunakan persamaan
berikut:

Penduduk_0-5=pop_tot*0.1

Perhatikan bahwa nilai 0.1 didapatkan dari tabel proporsi umur.
Lakukan hal yang serupa untuk kolom kelas umur lainnya

4. Jika diasumsikan bahwa penduduk dengan usia 6-14 adalah pelajar dan
15-55 adalah tenaga kerja, maka dapat ditampilkan sebaran penduduk
secara spasial sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:
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penduduk usia sekolah penduduk usia kerja
Gambar 4.44. . Tampilan peta penduduk usia sekolah dan usia kerja
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Menghitung jumlah penduduk di daerah administratif yang lebih tinggi

5. Langkah berikutnya adalah menghitung jumlah penduduk usia kerja
di tingkat kecamatan dan kabupaten. Gunakan fungsi agregasi untuk
menghitung jumlah penduduk dengan kelompok usia tertentu di setiap
desa. Klik Column > Aggregation. Kemudia masukkan kolom yang akan
dihitung pada jendela Aggregate Column, pilih fungsi Sum, pilih kolom
SDIS_05 sebagai kelompok fungsi, kemudian beri nama kolom baru yang
akan muncul, kecamatan_15_55.
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Gambar 4.45. Tampilan jendela operasi agregat

6. Lakukan hal yang sama untuk menghitung jumlah penduduk usia 6-14
tahun di tingkat kecamatan.

7. Perhatikan statistic panel untuk kolom penduduk 6_14 dan
penduduk_15_55. Dengan menggunakan informasi pada kolom Sum,
dapat diketahui jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut di
tingkat kabupaten
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Gambar 4.46. Tampilan tabel hasil operasi agregat
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8. Dengan mengetahui informasi tersebut dapat dibuat kolom yang
berisikan jumlah penduduk untuk setiap kelompok umur di Kabupaten
Aceh Barat. Sebagai contoh, berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa
jumlah penduduk usia 6-14 di Aceh Barat adalah 48.013 jiwa. Gunakan
persamaan berikut pada table calculator :

Kabupaten_6_14=48013

Dengan cara yang sama buatlah kolom jumlah penduduk dengan kelas
umur lainnya di tingkat kabupaten.
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Gambar 4.47. Tampilan tabel hasil beberapa kali operasi agregat

Menghitung Indeks Lokasi
9. Dengan langkah di atas Indeks Pembagian Lokasi sudah dapat dihitung.
Sebagai contoh, untuk menghitung Indeks Pembagian Lokasi desa
terhadap kecamatan, digunakan persamaan berikut:
1qi_desa_kec=(penduduk_15_55/pop_tot)/(kecamatan_15_55/kecamatan_
tot)

Adapun untuk menghitung Indeks Pembagian Lokasi desa terhadap
kabupaten digunakan persamaan berikut.
1qi_desa_kab=(penduduk_15_55/pop_tot)/(kabupaten_5_15/159957)

Sedangkan untuk indeks kecamatan terhadap kabupaten, persamaan
yang digunakan adalah:
1qi_kec_kab=(kecamatan_15_55/kecamatan_tot)/(kabupaten_5_15/159957)

10. Berikut adalah contoh hasil dari penghitungan indeks pembagian lokasi
untuk parameter penduduk usia kerja.
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Gambar 4.48. Tampilan peta hasil yang menunjukan indeks lokasi

Menghitung indeks lokasi terhadap parameter luas komoditas

11. Indeks pembagian lokasi, dapat juga dihitung terhadap luas komoditas
tertentu. Perhatikan pada folder latihan ini terdapat hasil overlay batas
desa dengan beberapa komoditas yaitu karet, wanatani, dan kelapa
sawit.

12. Lakukan Join Table antara data cross_desa_karet dengan desa_podes06.
dari hasil ini akan didapatkan jumlah luasan karet per-desa.

13. Dengan menggunakan fungsi agregasi, hitung luas karet di setiap
kecamatan dan total di kabupaten. Perhatikan bahwa unit luas dalam tabel
ini masih m2, sedangkan unit pada informasi luasan lainnya (misalnya
luasan desa) adalah hektar (ha).
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Gambar 4.49. Tabel hasil cross table

14. Kemudian hitunglah Indeks Pembagian Lokasi (Igi) untuk desa terhadap
kecamatan dan desa terhadap kebupaten. Sebagai contoh, untuk
menghitung lgi_karet untuk desa terhadap kecamatan, digunakan
persamaan berikut :

1qi_karet_desa_kec=((area_karet/10000)/hectares)/((kec_karet/10000)/kec_

area)
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karet desa-kecamatan karet desa-kabupaten
Gambar 4.50. Tampilan peta hasil perhitungan Iqi
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4.3 Penaksiran Keterhubungan Antar Elemen Dalam
Wilayah

Pada umumnya keterkaitan antara keempat elemen dalam perencanaan
pembangunan wilayah pedesaan, yaitu lahan, lingkungan, masyarakat dan
faktor-faktor pendukung pembangunan sangat tinggi. Perubahan dari satu
elemen akan mempengaruhi elemen yang lain secara langsung dan cepat
maupun tidak langsung dan perlahan-lahan. Sebagai contoh, studi kasus
berikut akan melihat proyeksi kebutuhan lahan untuk bercocok tanam
(baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan) dengan bertambahnya
penduduk. Contoh yang lain adalah keterkaitan antara kondisi biofisik yang
menentukan kesesuaian suatu area untuk penggunaan tertentu, misal kelapa
sawit, dengan peluang pemasaran dan akses terhadap pasar. Pada dasarnya
apabila harga kelapa sawit cukup tinggi sehingga keuntungan yang dihasilkan
dengan bertanam kelapa sawit relatif lebih dibandingkan komoditi yang
lain, proyeksi spasial dari perluasan kelapa sawit perlu diantisipasi dengan
mempertimbangkan ketiga faktor tersebut.

* Studi kasus 3: penggunaan lahan dan proyeksi penggunaan lahan

Dalam studi kasus ini kita ingin melihat aktual penggunaan lahan
masyarakat pada saat ini baik untuk tanaman semusim maupun beberapa
jenis tanaman tahunan yang umum dijumpai di Aceh Barat pada tingkat desa.
Selanjutnya dengan memproyeksikan pertambahan penduduk, kebutuhan
masyarakat akan lahan pada 5 tahun yang akan datang akan diperkirakan,
dengan mengambil asumsi bahwa pola bercocok tanam tidak berubah.

Berdasarkan pemikiran bahwa Kketersediaan pangan merupakan
kebutuhan utama yang harus dipenuhi dan oleh karena itu harus menempati
urutan prioritas tertinggi. Akan tetapi berdasarkan sifat biofisik, ada lahan
yang tidak sesuai untuk digunakan sebagai lahan tanaman semusim,
baik kering maupun basah, yang pola bercocok tanamnya lebih intensif,
memerlukan air dan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Apabila kesesuaian
lahan tidak diperhatikan, konsekuensi yang akan dihadapi adalah rendahnya
produktifitas, rendahnya profit, rusaknya tanah, serta terjadinya bencana
alam.

Di banyak daerah kecuali di pusat kota, mayoritas petani menghasilkan
sendiri bahan makanan pokok maupun tambahan mereka. Untuk itu, perlu
ditinjau area-area dimana luas lahan yang sesuai untuk tanaman semusim
tidak mencukup kebutuhan saat ini dan juga area-area dimana hal yang
serupa akan dialami 5 tahun mendatang berdasarkan proyeksi pertambahan
penduduk.

Keluaran:
- Petayang menunjukkan ketersediaan area pengembangan pertanian pada
tingkat desa saat ini berdasarkan kesesuaiannya dan penggunaannya
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Peta yangmenunjukkanproyeksi5tahunketersediaanareapengembangan
pertanian pada tingkat desa saat ini berdasarkan kesesuaiannya dan
proyeksi penggunaan 5 tahun kedepan

Interpretasi:

Identifikasi area-area yang mempunyai potensi pengembangan pertanian
maupun area-area yang mempunyai hambatan dalam memenuhi
kebutuhan lahan untuk tanaman pangan

Mengantisipasi kebutuhanakan lahan padajangkamenengah berdasarkan
proyeksi pertambahan penduduk

Kegunaan:

Menentukan program pemerintah yang bisa mengatasi permasalahan
kekurangan lahan misalnya dengan mendirikan industri padat karya di
area-area tersebut ataupun menggiatkan penyuluhan pertanian untuk
meningkatkan produksi per unit lahan

Mengundang investor untuk area-area yang mempunyai potensi tinggi

Data

Dalam studi kasus ini akan digunakan data-data yang berkaitan

dengan penggunaan lahan, kesesuaian penggunaan lahan, dan demografi
kependudukan. Di dalam folder latihan, terdapat beberapa data yang terkait.
Deskripsi masing-masing data dijelaskan pada table di bawah ini.

Tabel 4.4. Jenis data yang digunakan

No Dala Deskripsi
1 arca coklsl ara yang saal ind ditanami coklat
¥ 4 ares kared arva yang sast ini ditanami kand
1 arca sawil area yang saal ini ditanami kelapa sawil
4 arca wanalan: arca yang saal im digunakan untuk wanatami
5 arca_pertanian arva yang st ini ditanami Lanaman pangan
6 cocok _coklal anea yang cocok untuk coklat
7 ook karel arca yang, cocok untuk kan
8 coonk _sawit anca yang, coook untuk sawit
9  cocok wanalani area yang, cocok untuk wanatani
10 cocwk perlanian area yang, cocok untuk pertanian
11 balas desa batas desa acch barat
12 desa podesdb tabed PODES tabun 2006

13 desa podesdb utm  poligon desa-desa di Aoch Barat

Langkah Kerja
Menghitung luas tipe-tipe komoditas di masing-masing desa

1.

Sebagai tahap awal analisa penggunaan lahan dan demografi, akan
dihitung terlebih dahulu luas beberapa tipe penggunaan lahan yang
berhubungan dengan komoditas tertentu. Dalam hal ini akan dihitung
luas area yang ditanami coklat, karet, kelapa sawit, wanatani (agroforest)
dan tanaman pangan (pertanian).
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2. Data yang digunakan adalah data batas_desa, dan data spasial
pengunaan lahan (area_coklat, area_karet,area_sawit, area_wanatani,
area_pertanian). Gunakan fungsi CROSS, untuk mendapatkan jumlah
luasan tipe penggunaan lahan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan luas
coklat di setiap desa:

Klik Operations --> Raster operation -->Cross

Masukkan batas_desa pada kolom 1st Map, dan area_coklat pada
kolom 2nd Map. Beri nama Output Table: cross_desa_coklat. Pada tabel yang
muncul, akan tercantum luas coklat di masing-masing desa dalam satuan
meter. Ubahlah data tersebut kedalam satuan hektar dengan membagi nilai
pada kolom tersebut dengan 10000.
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Gambar 4.51. Jendela operasi cross beserta tampilan tabel

3. Lakukan hal yang sama pada komoditas lainnya sehingga didapatkan
5 tabel hasil proses Cross untuk masing-masing komoditas. Untuk
memudahkan, gunakan sistem penamaan cross_desa_(nama
komoditas)

4. Langkah berikutnya adalah menggabungkan informasi dari data cross_
desa_coklat dengan tabel desa_podes06. Gunakan proses Join Table
untuk melakukan hal ini. Beri nama kolom hasil penggabungan area_
coklat.

5. Perhatikan pada kolom hasil penggabungan, desa-desa yang tidak
memiliki area coklat akan berisikan nilai “?”. Untuk kepentingan analisa
selanjutnya nilai ini harus diubah terlebih dahulu menjadi nilai nol.
Gunakan persamaan berikut pada Table Calculator:

Area_coklat_rev:=ifundef(area_coklat,0,area_coklat)

Penjelasan untuk perintah diatas adalah sebagai berikut: apabila pada
kolom area_coklat nilainya adalah “?” maka nilai tersebut akan diganti
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dengan 0, jika tidak maka nilainya akan tetap. Hasil penghitungan akan
disimpan pada kolom Area_coklat_rev. Perhatikan bahwa tanda :=
digunakan dalam persamaan di atas. Tanda tersebut akan menghasilkan
kolom yang tidak tergantung pada kolom asalnya. Sehingga , untuk
memudahkan, kolom area_coklat dapat dihapus.

Dengan cara seperti yang dijelaskan pada langkah 5 dan 6, gabungkan
semua kolom hasil proses Cross ke dalam table desa_podes06. Pastikan
untuk selalu melakukan revisi terhadap nilai “?” (undefined).

Menghitung Luas Lahan yang Sesuai (Suitable) Dengan Tipe-Tipe
Komoditas

7.

10.

Langkah selanjutnya adalah menghitung luas lahan di masing-masing
desa yang cocok/sesuai dengan komoditas tertentu. Dalam hal ini akan
digunakan peta kesesuaian lahan masing-masing komoditas yang
terdapat dalam data cocok_karet, cocok_coklat, cocok_sawit, cocok_
wanatani, dan cocok_pertanian.

Proses yang akan digunakan adalah proses CROSS batas desa dan peta
kesesuaian lahan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan luas lahan di
masing-masing desa yang sesuai untuk ditanami karet, dilakukan proses
CROSS antara data batas_desa dengan cocok_Kkaret.

Proses setelah luasan lahan didapatkan, sama dengan langkah nomor 4
dan 5.

Dari akhir proses ini akan didapatkan kolom yang berisikan luas aktual
tipe-tipe tutupan lahan di masing-masing desa (5 kolom) dan luas lahan
yang sesuai dengan masing-masing komoditas (5 kolom) seperti yang
ditunjukkan pada gambar berikut:
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Gambar 4.52. Tabel hasil operasi cross untuk mengetahui kecocokan
komoditas
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Analisa potensi sederhana

11.

12.

Pada tahapan ini sudah dapat dilakukan analisa sederhana dengan
menggunakan luasan lahan komoditas tertentu dengan luasan lahan
yang cocok. Misalkan akan dilihat desa-desa dimana luas area yang cocok
untuk tanaman pangan, masih lebih besar daripada luasan aktualnya. Ini
bisa menunjukkan adanya potensi pencetakan lahan pertanian baru di
desa-desa tersebut. Gunakan persamaan berikut:
Cek_potensi_tani=suit_pertanian_rev>area_tani_rev

Persamaan diatas hanya akan menghasilkan dua nilai true atau false.
Desa-desa yang masih memiliki potensi untuk mengembangkan lahan
pertanian akan memiliki nilai true. Tampilkan hasilnya secara spasial.
Berikut adalah hasil estimasi potensi pertanian seperti contoh berikut.
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Gambar 4.53. Desa dengan potensi pengembangan pertanian

Menghitung Luasan Lahan Olahan Per-Rumah Tangga
13. Langkah awal adalah mengetahui angka luasan lahan yang diolah masing-

masing rumah tangga di setiap desa. Angka luasan ini dihitung untuk
setiap komoditas yang dianalisa. Sebagai contoh, untuk menghitung
luas lahan tanaman pangan per-rumah tangga, digunakan luas tanaman
pertanian pada kolom area_pertanian_rev, dibagi dengan jumlah rumah
tangga pada kolom FAM. Gunakan persamaan berikut :
Lahan_olah_tani=area_pertanian_rev/FAM
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Dari persamaan di atas, akan didapatkan angka luas lahan olahan
dengan satuan ha/keluarga. Lakukan hal yang sama untuk tipe komoditas
lainnya. Gunakan sistem penamaan lahan_olah_(nama komoditas) untuk
memudahkan.

14. Tampilkan hasilnya untuk dapat melihat sebaran luasan lahan olahan.
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Gambar 4.54. Peta Sebaran luas lahan olahan tanaman semusim
per-rumah tangga

Memproyeksikan penduduk dan jumlah keluarga di tahun 2010

15. Pada folder data topik pembahasan ini, juga tersedia data PODES tahun
2003. Didalamnya dapat diketahui jumlah penduduk masing-masing
desa, dan dapat juga dilakukan proyeksi jumlah penduduk untuk
tahun-tahun berikutnya. Lihat latihan “Estimasi Jumlah Penduduk
Berdasarkan Kelompok Umur” untuk langkah-langkah melakukan
analisa kependudukan. Simpanlah nilai prediksi total populasi tahun
2010 di kolom Pop_tot_2010

16. Jika dilakukan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2010, dapat
juga dilakukan prediksi jumlah keluarga di tahun 2010. Hal ini dapat
dilakukan dengan mengetahu jumlah rata-rata anggota keluarga di Aceh
Barat. Hitunglah dengan membagi total populasi dengan total jumlah
keluarga. Akan didapatkan nilai 4 orang/keluarga.
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17

. Dengan membagi nilai prediksi di kolom Pop_tot_2010 dengan rata-rata
4 orang/keluarga, akan didapatkan prediksi jumlah keluarga di tahun
2010. Simpanlah hasilnya dalam kolom Fam_2010.

Memprediksikan total kebutuhan lahan di tahun 2010

18

19.

20.

. Dengan memiliki angka prediksi jumlah keluarga di tahun 2010, dapat
juga dilakukan prediksi jumlah lahan olahan yang dibutuhkan ditahun
tersebut. Sebagai contoh, untuk menghitung berapa luas lahan pertanian
yang dibutuhkan di tahun 2010, masukkan persamaan berikut pada Table
Calculator:
Pred_lahan_tani=Fam_2010*Lahan_olah_tani

Dari persamaan di atas akan didapatkan kolom Pred_lahan_tani yang
berisikan angka prediksi kebutuhan lahan pertanian di tahun 2010 dalam
satuan hektar. Tentunya hal ini tidak terbatas pada komoditas pertanian
saja. Cobalah untuk memprediksikan kebutuhan lahan untuk komoditas
lainnya
Pada kondisi ini sudah dapat dilakukan analisa sederhana dengan
membandingkan luasan lahan yang dibutuhkan dengan ketersediaan
lahan yang cocok untuk komoditas tersebut. Misalkan untuk
memprediksikan desa mana saja yang di tahun 2010 tidak lagi memiliki
lahan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian,
gunakan persamaan berikut:

Cek_pred_pertanian=Pred_lahan_tani>suit_tani_rev

Tampilkan hasilnya secara spasial. Pada gambar berikut, desa-desa
berwarna merah adalah desa-desa yang diprediksikan di tahun 2010

tidak lagi memiliki lahan xang cukuB untuk tanaman pertanian.
: o i ]
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Gambar 4.55. Tampilan peta hasil prediksi kebutuhan lahan tani 2010 vs
ketersediaan lahan.
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e Studi kasus 4: analisa kelayakan komoditas
Studi kasus ini merupakan analisa sederhana untuk menentukan area

yang layak untuk pembukaan kebun kelapa sawit baru berdasarkan tiga hal
berikut:

- kesesuaian secara biofisik

- keuntungan secara ekonomis, dipandang dari sudut akses ke pasar

- ketersediaan secara hukum berdasarkan rencana tata ruang yang

berlaku saat ini

Kesesuaian secara biofisik (Indeks Biofisik) ditentukan dari peta yang
sudah dibuatberdasarkan tekstur tanah, iklim, kesuburan tanah dan topografi.
Pada setiap sel yang sesuai secara biofisik akan diberikan nilai 1, sedangkan
yang tidak sesuai nilai 0.

Adapun pendekatan perkiraan kelayakan ekonomis (Indeks Ekonomsi)
secara kasar adalah melalui faktor-faktor pendukung yang diperlukan untuk
pemrosesan kelapa sawit maupun karet. Dua faktor yang diperhitungkan
adalah jarak ke pabrik pemrosesan kelapa sawit maupun karet yang terdekat
dan kemudahan mencapai pabrik pemrosesan tersebut. Jarak ke pabrik
pemrosesan dinormalisasi (Jarak Pabrik) sehingga setiap sel mempunya nilai
yang berkisar antara 0 dan 1; nilai mendekati 0 untuk jarak yang paling jauh
dan mendekati 1 untuk sel yang paling dekat dengan pabrik pemrosesan.
Kemudahan mencapai pabrik pemrosesan dihitung berdasarkan kerapatan
jalan yang ada (Jalan), yang dinormalisasi menjadi kisaran 0 dan 1 (0 tidak
ada jalan; 1 kerapatan jalan paling tinggi). Perkiraan keuntungan ekonomis
dihitung berdasarkan rata-rata dari kedua faktor ini (jarak ke pabrik
pemrosesan dan tingkat akses).

Hal yang ketiga yang harus diperhatikan adalah aspek legalitasnya
(Indeks Legal). Dengan mengacu kepada peta rencana tata ruang yang
disepakati bersama, berlaku saat ini dan mempunyai kekuatan hukum,
kesesuaian secara biofisik dan kelayakan secara ekonomis harus difilter lebih
lanjut. Sebagai contoh misalnya kita mengacu kepada peta Tata Guna Hutan
Kesepakatan (TGHK), yang mempunya kelas berikut: Hutan Lindung (HL),
Hutan Negara Bebas (HNB), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas
(HPT), Hutan Produksi yang bisa diKonversi (HPK) dan Area Penggunaan
Lain (APL). Dari unsur legalitas, hanya pada dua kelas terakhir, kebun kelapa
sawit maupun karet bisa dikembangkan. Kita berikan nilai 0 pada sel-sel yang
berada di bawah kelas HL, HNB, HP, HPT dan 1 pada HPK dan APL.

Selanjutnya kita kombinasikan ketiga aspek di atas sehingga akan
didapatkan Indeks Kelayakan secara umum untuk masing-masing komoditi.
Sebagai contoh, untuk kelapa sawit:

Indeks Kelayakan . = Indeks Biofisik_, . x Indeks Ekonomis_ . x Indeks
Legal

sawit

sawit

dimana:
Indeks Ekonomis_, . = (Jarak Pabrik_ . + Jalan)/2
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Keluaran:
- Peta kelayakan untuk kebun sawit dan karet pada tingkat piksel, ditinjau
dari segi kesesuaian biofisik, akses ke pasar dan segi legalitas

Interpretasi:
- Identifikasi potensi pengembangan komoditas sawit dan karet

Kegunaan:
- Menargetkan secara geografis program pembangunan perkebunan

Data

Dalam studi kasus ini akan digunakan data-data yang berkaitan dengan jarak
lokasi ke pabrik pengolahan komoditas, data kesesuaian lahan terhadap
komoditas tertentu, dan data aksesibilitas. Di dalam folder latihan, terdapat
beberapa data yang terkait. Deskripsi masing-masing data dijelaskan pada
tabel dibawah ini.

Tabel 4.5. Jenis data untuk studi kelayakan komoditas

No Dala Deskripsi

1 jarak sawit jarak (km) ke pabrik pengolihan kelspa
sawil di sekitar Aceh Baral

F jarak karet jarak (km) ke pabrik pengolahan karet di

sekitar Acch Barat

1 ook kelapa mawil pela kescamian laban untuk komoditas
sawil

4 cocok kebun karel peta kesesuaian laban untuk komoditas
kamd

5 wa_access rescale peta akssibititas Aach Baral

6  Kelas ighk Peta TCHK yarg dikelaskan menjadi 0-1
berdasarkan bisaflidaknya lahan tersebul

Langkah Kerja
Merubah skala jarak
1. Sebagai langkah awal, data jarak_sawit harus terlebih dahulu diskalakan
dari satuan km ke rentang nilai 0-1. Lakukan hal ini dengan menggunakan
Map Calculator. Masukkan persamaan berikut :
Jarak-sawit=((dist_sawit_utm)*0.0134)-0.4153

Menghitung tingkat kelayakan
2. Secarasederhana, tingkat kelayakan dapat dihitung dengan menggunakan
persamaan:
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Angka_kelayakan=((jarak ke pabrik+tingkat aksesibilitas)/2)*(tingkat_
kesesuaian*dasar hukum)

3. Dengan menggunakan persamaan di atas, dapat dihitung tingkat
kelayakan lokasi-lokasi pengembangan kelapa sawit di Aceh Barat.
Gunakan Map Calculator untuk melakukan hal ini. Persamaan yang
digunakan:

Layak_sawit = ((jarak_sawit+wa_access_rescale)/2)*(cocok_kelapa_
sawit*kelas_tghk)

Perhatikan bahwa dari persamaan di atas akan didapatkan data baru
bernama layak_sawit. Data ini akan menunjukkan angka kelayakan (dalam
skala 0-1) lokasi-lokasi di Aceh Barat untuk budidaya sawit.

4. Tampilkan data tersebut, gunakan Representation untuk menunjukkan
daerah yang paling layak dengan warna yang terang.

5. Dengan cara yang sama, dapat juga dihitung tingkat kelayakan untuk
komoditas lainnya. Cobalah untuk menghitung tingkat kelayakan untuk
komoditas karet. Hasilnya akan terlihat sebagai berikut:
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peta kelayakan sawit peta kelayakan karet
Gambar 4.56. Peta Kelayakan sawit dan karet

6. Angka kelayakan ini juga dapat dikelompokkan, misalkan dari rentang
nilai 0-1 akan dibuat menjadi 4 kelompok: tidak layak (nilai 0), rendah
(0-0.3), sedang (0.3-0.7), dan tinggi (0.7-1). Gunakan proses klasifikasi
dengan perintah CLFY untuk melakukan hal ini. Lakukan hal yang
sama untuk karet dan sawit kemudian bandingkan hasilnya seperti yang
ditunjukkan pada gambar berikut:
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Gambar 4.57. Peta Kelayakan sawit dan karet berdasarkan klasifikasi
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BAB 5

\ Inklusif; Upaya Pelibatan Masyarakat
dalam kegiatan Perencanaan Wilayah

Bab ini membahas :

e Pelibatan parapihak dalam perencanaan wilayah
e Menaksir potensi dan permasalahaan wilayah
e Salah satu contoh metode pendekatan pelibatan masyarakat

5.1 Pelibatan Parapihak Dalam Perencanaan Wilayah

Para praktisipembangunankerap menemuikendaladalam perencanaan
pembangunan terlebih dalam implementasi kegiatan, hal ini disebabkan
kurang adanya dukungan, pemenuhan harapan, bahkan ketidaksesuaian
dengan kebutuhan masyarakat beberapa bentuk ketidakpuasaan atas produk
perencanaan tersebut dapat melalui protes dan kritik tajam.

Paradigma pembangunan baru menyatakan bahwa kegagalan itu
disebabkan model perencanaan top down tanpa melibatkan masyarakat
(bottom up planning), pembangunan diasumsikan berjalan cepat dan berjalan
secara linear tidak melihat kedinamisan subyek pembangunan. Pelibatan
masyarakat dianggap merupakan pendekatan yang bertele-tele, perlu biaya
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besar, dan lambat. Namun, perubahan yang datang tiba-tiba seringkali tidak
cukup adaptif menghadapi dinamika masyarakat. Pelibatan masyarakat
merupakan unsur penting dalam perencanaan, karena mampu menangkap
dinamika di dalam masyarakat ini.

Inklusifitas merupakan syarat mutlak untuk dapat menghilangkan
adanya klaim-klaim dan dominasi perencanaan oleh salah satu pihak.
Masyarakat dan aparat atau policy maker berada pada satu prinsip kesejajaran
dalam rangka merumuskan tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai.
Masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan perencanaan sesuai
dengan kebutuhannnya melalui proses diskusi dengan aparat dalam rangka
mencapai keseimbangan dalam suatu wilayah.

Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam rangka mengadopsi bottom
up planning adalah menyangkut rendahnya kualitas perencanaan dari bawah
yang dapat dilakukan oleh masyarakat, namun hal ini tidaklah sepenuhnya
benar apalagi menggolongkan participatory planning kedalam kelompok
irrational planning, sementara pada sisi yang lain seringkali berbagai rencana
masyarakat tidak didasarkan dengan kebutuhan dan prioritas. Kedua hal
tersebut terjadi karena kurangnya pengenalan secara menyuluruh terhadap
kondisi dan permasalahan yang dihadapai oleh masyarakat baik biofisik,
sosial ekonomi, infrastruktur dan kebudayaan masyarakat. Informasi
inilah yang secara pasti dapat dilihat melalui data dan informasi yang harus
didapatkan secara valid dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sinergi perencanaan sangat diperlukan untuk melihat hubungan antara
perencanan padasemuatingkatan. Kendalayang selamainiterjadi disebabkan
karenatidak adanya perhatian yang seriusterhadap upayauntuk memfasilitasi
bagi tumbuhnya kesadaran pada tingkatan yang paling rendah. Dominasi
yang kuat pada tingkat pemerintah kabupaten menjadikan kurangnya
sumberdaya di tingkat paling rendah (desa) untuk dapat menginventarisasi
masalah, mengorganisasi dan membuat rencana penyelesaian masalah
di suatu wilayah, yang apabila dilakukan secara keseluruhan maka akan
membentuk perencanaan pada suatu unit administrasi yang lebih luas.

5.2 Pelibatan Masyarakat Dalam Menaksir Potensi
dan Permasalahaan Wilayah

* Studi kasus 5: analisa partisipatif

Dalam studi kasus ini kita akan menggali potensi dan permasalahan
serta aspirasi masyarakat dari sebuah desa dalam penggunaan lahan dan
pembangunan.
Keluaran:
- Peta partisipatif tentang penggunaan lahan wilayah desa saat ini, di masa

lampau dan yang akan datang sesuai aspirasi masyarakat

- Potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam kaitannya
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dengan lahan maupun penggunaan lahan

Potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam kaitannya
dengan penghidupan secara luas

Pola kebutuhan dan penggunaan lahan rumah tangga

Pola penggunaan lahan secara spasial

Kegunaan:

Sebagai masukan utama dalam perencanaan tata guna lahan terutama
pada area yang dialokasikan untuk fungsi campuran antara teknologi
dan ekonomi

Metodologi:

1.

Diskusi kelompok
Wawancara rumah tangga
Analisa bentang lahan partisipatif dan groundtruthing

Diskusi kelompok

Dalam diskusi kelompok, instrumen yang digunakan diantaranya :

Peta dasar desa dari citra satelit dengan resolusi tinggi yang di-overlay
dengan peta jalan, sungai, pemukiman dan RTRWK

Peta tutupan lahan kabupaten dari citra satelit dengan resolusi sedang
Peta pemukiman, jalan, sungai dan batas kecamatan untuk seluruh
kabupaten

Peta RTRWK

Peta kabupaten dari Potensi Desa (Podes) mengenai pelayanan dan
distribusi penduduk

Kuesioner semi-structured

Prinsip-prinsip memfasilitasi diskusi kelompok:

Mencakup sebanyak mungkin variasi peserta sehingga setiap pihak
terwakili (gender, parapihak, strata sosial-ekonomi, umur, sumber
penghasilan, asal/budaya) tetapi jangan melebihi dari 20 orang

Apabila bahasa fasilitator tidak sama dengan peserta, libatkan
penerjemah

Perkenalkan diri dan sejelas mungkin paparkan tujuan Focus Group
Discussion (FGD) sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun
harapan yang tidak tepat

Hormati dan dengarkan pendapat setiap individu dan jaga setiap peserta
juga melakukan hal yang sama

Usahakan semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk
mengemukakan pendapatnya; apabila tidak dimungkinkan minimum
setiap pihak mengemukakan pendapatnya

Hindari dari mengemukakan pendapat sendiri, terlebih mendominasi
diskusi
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Informasi yang akan digali dari diskusi kelompok:

- Scouping dari peta seperti : sebaran penggunaan lahan, kepemilikan, dan
parapihak.

- Portfolio dan komposisi dari sumber penghasilan

- Portfolio penggunaan lahan saat ini

- Perubahan penggunaan lahan

- Pemicu perubahan penggunaan lahan

- Kebutuhan akan lahan sekarang dan di masa mendatang dan untuk ap

Beberapa tipe penggunaan lahan yang umum ditemukan di daerah pedesaan

Indonesia :

- Tanaman semusim

- Wanatani

- Tanaman tahunan monokultur

- Pengambilan kayu (TFP)

- Pengambilan hasil hutan non-kayu (NTFP)

- Pemukiman

- Pabrik atau perusahaan yang bisa dijangkau

- Pelayanan umum yang ada ataupun bisa dijangkau: sekolah, pelayanan
kesehatan, pasar

- Kualitas jalan dan angkutan umum dan biaya

- Toko, kantor

- Taman, hutan lindung

Beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan acuan untuk masing-masing tipe
penggunan lahan yang relevan:

- Jenis penggunaan lahan

- Lokasi (dimana) diperoleh melalui identifikasi di peta

- Status kepemilikan lahan

- Luasan per keluarga

- Jumlah panen dalam setahun

- Pola penggunaan hasil produksi (dijual atau untuk konsumsi sendiri)
- Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan

- Hasil dan keuntungan ekonomis per hektar

- Kendala yang dihadapi

- Faktor pendukung

- Adatidaknya potensi konflik

- Rencana dan keinginan kedepan

2. Wawancara rumah tangga

Dalam wawancara rumah tangga, instrumen yang akan digunakan:
- Kuesioner terstruktur

- Peta/citra desa dengan resolusi tinggi
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Beberapa prinsip melakukan wawancara rumah tangga dengan menggunakan
kuesioner terstruktur:

Pastikan anda mengerti maksud setiap pertanyan yang ada di dalam
kuesioner

Apabila bahasa fasilitator tidak sama dengan peserta, libatkan
penterjemah

Sebisa mungkin lakukan interview di tempat yang cukup sepi untuk
memberikan privacy

Perkenalkan diri dan sejelas mungkin paparkan tujuan interview sehingga
tidak menimbulkan kecurigaan maupun harapan yang tidak tepat dan
tanyakan kesediaan kepala rumah tangga untuk diwawancara; undang
kepala rumah tangga untuk melontarkan pertanyaan apabila belum jelas
maksud dan tujuan wawancara

Secara perlahan, singkat dan jelas lemparkan pertanyaan-pertanyaan
yang ada dalam kuesioner

Tulis dengan sangat jelas jawaban-jawaban yang diberikan, lontarkan
pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan apabila belum jelas akan
tetapi hindari untuk memberikan pendapat ataupun komentar apapun
mengenai jawaban atau hal-hal lain di luar topik wawancara; apabila ada
tambahan informasi yang diberikan, tulis sebagai catatan tersendiri

Untuk survey singkat rumah tangga dalam field trip ini:

Ambil 4 sampel yang mewakili keluarga petani dengan kepala keluarga
muda, sedang dan tua, dan kepala keluarga wanita, mengingat jadwal
field trip yang sangat singkat

Dalam situasi yang ideal, pengambilan sample sebaiknya melalui
stratifikasi berdasarkan variasi utama di desa tersebut: sosial, ekonomi,
gender, sumber penghasilan dan untuk setiap kelompok harus diambil
minimum 3 keluarga. Selain itu harus diperhitungan jumlah sampel
yang memadai berdasarkan jumlah keseluruhan rumah tangga di desa
tersebut

Informasi yang akan digali dari wawancara rumah tangga:

Kepala rumah tangga (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan)
Komposisi umur (0-5, 6-15, 16-55, >55) dan jenis kelamin
Sumber-sumber penghasilan

Kebutuhan makanan pokok

Kebutuhan gizi dalam rumah tangga (jenis dan jumlah)

Penggunaan lahan (tanaman pokok, ternak, metode-metode
pengolahan)

Produksi daging dan susu per ruma tangga, ikan dan binatang buruan
Kelangsungan hidup tanah untuk produksi tanamanan dan kecocokan
jenis tanah

Hasil panen per tanaman dan per jenis tanah, termasuk proporsi
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penyusutan akibat kemarau, dan hama.

- Lahan vyang dibutuhkan untuk memproduksi makanan yang
dibutuhkan

- Kebutuhan protein = dengan yang diperoleh?

- Kebutuhan pendapatan tunai per rumah tangga rata-rata, menggunakan
target uang

- Jumlah lahan yang diperlukan untuk menyediakan pendapatan dan
penjualan hasil panen dan preferensi penggunaan lahan

- Kebutuhan suplai kayu bakar

- Tenaga kerja yang dibutuhkan

- Kebutuhan untuk lahan

- Daerah penggembalaan

3. Analisa bentang lahan partisipatif dan ground truthing

Dalam analisa bentang lahan dan grountruthing ini instrumen yang akan
digunakan:

- GPS receiver

- Peta resolusi tinggi

- Kuesioner terstruktur

Prinsip-prinsip dalam melakukan analisa bentang lahan dan groundtruthing:

- berdasarkan informasi dari kepala desa, pilih 3 orang yang mewakili
kelompok umur tua, muda dan yang mengerti dengan baik bentang
lahan desa

- tentukan bersama-sama berdasarkan peta yang ada rute yang bisa dilalui
sehingga variasi penggunaan lahan di desa tersebut tercakup, potensi dan
permasalahan yang menyangkut penggunan lahan juga tercakup, area-
area yang menarik karena adanya hal-hal khusus di daerah itu (misal
hotspot untuk keanekaragaman hayati dan mata air)

- catat titik GPS dan sesuaikan kodenya dengan isian.

Informasi yang akan digali:

- variasi penggunaan lahan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan
variasi penggunaan lahan

- kondisi umum akses

- perubahan penggunaan lahan

- pola bentang lahan

- kepemilikan lahan

e Studi kasus 6: evaluasi terhadap rencana tata guna lahan

Dalam sebuah siklus perencanaan, dari waktu ke waktu diperlukan
proses evaluasi terhadap rencana tata guna lahan untuk mengetahui apakah
rencana saat ini masih sesuai, up to date, ataukah perlu suatu perencanaan
ulang. Dalam studi kasus ini, kita akan mencoba melihat apakah rencana Tata
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Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) untuk Kabupaten Aceh Barat masih sesuai
atau tidak berdasarkan :

1. kesesuaian secara biofisik
2. status penggunaan lahan saat ini
3. visibilitas berdasarkan fungsi

Dalam klasifikasi TGHK dibawah ini, kita akan mengelompokkan
ulang berdasarkan fungsinya:

Tabel 5.1. Pembagian Kelas TGHK berdasar fungsi

Kelas TGHK Fungsi
Hutan Lindung, Hutan Negara Bebas Ekologi
Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas Ekologi dan Ekonomi
Hutan Produksi yang Bisa Dikonversi Ekonomi dan Ekologi
Area Penggunaan Lain Ekonomi

Untuk mengevaluasi fungsi-fungsi di atas terhadap kesesuaian biofisik,
kita akan menggunakan tabel di bawah ini:

Tabel 5.2. Penentuan nilai fungsi berdasar biofisik

Sesuai Sesuai Sesuai untuk Sesuai untuk
Fungsi untuk untuk Wana | Tanaman Keras Tanaman
Hutan Tani Monokultur Semusim
Ekologi 1 1 1 1
Ekologi dan 0 1 0.8 0.5
Ekonomi
Ekonomi dan 0 0.5 1 0.8
Ekologi
Ekonomi 0 0.4 0.4 1

Apabila ada area yang dialokasikan untuk fungsi ekonomi dan ekologi,
akan tetapi secara kesesuaian biofisik area tersebut hanya cocok untuk hutan,
maka alokasi fungsi tersebut tidak tepat sehingga diberi nilai 0. Kemudian
apabila suatu area sesuai secara biofisik untuk wana tani, dimana secara
profitabilitas wana tani tidak mendatangkan keuntungan maksimum,
diberikan nilai 0.5. Bila suatu area sesuai untuk tanaman keras monokultur,
maka alokasi fungsi Ekonomi dan Ekologi sudah tepat, dan oleh karena itu
diberi nilai 1. Evaluasi fungsi terhadap penggunaan lahan saat ini, lihat tabel
berikut:
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Tabel 5.3. Penentuan nilai fungsi berdasar penggunaan lahan

Fungsi Hutan | Wana Tani | Tanama Keras Tanaman Bukan
Monokultur Semusim Vegetasi

Ekologi 1 0.8 05 0.2 0
Ekologi dan 0.8 1 0.5 0.2 0
Ekonomi

Ekonomi dan 0.5 0.8 1 0.2 0
Ekologi

Ekonomi 0 0.2 0.5 1 1

Alur logis yang digunakan sama dengan yang sebelumnya, seperti:
apabila suatu area dialokasikan untuk fungsi ekologi, aktual tutupan lahan
hutan adalah sangat sesuai, oleh karena itu diberikan nilai 1. Sedangkan
untuk fungsi yang sama, apabila aktual tutupan lahannya adalah wana tani,
dimana wana tani ini masih memberikan jasa lingkungan (keanekaragaman
hayati, kelestarian DAS, konservasi tanah, dsb.) yang hampir menyerupai
dengan jasa yang diberikan tutupan lahan hutan, maka area ini diberikan nilai
0.8. Sedangkan area yang dialokasikan untuk fungsi ekologi akan tetapi saat
ini tidak tertutup oleh vegetasi, maka alokasi tersebut tidak tepat, sehingga
diberi nilai 0.

Evaluasi fungsi terhadap visibilitas, kita gunakan 2 variabel, jumlah
penduduk dan kerapatan jalan. Apabila suatu area dialokasikan untuk fungsi
ekonomi tetapi jumlah penduduk disekitar area itu sedikit, dan kerapatan
jalan rendah, maka area tersebut sebenarnya tidak visible untuk menjadi
kawasan dengan fungsi ekonomi. Dan sebaliknya, bila jumlah penduduk
tinggi dan kerapatan jalan juga tinggi, maka area tersebut sangat sesuai untuk
fungsi ekonomi. Alur pemikiran yang serupa digunakan untuk mengevaluasi
visibilitas fungsi ekologi, ekologi dan ekonomi, ekonomi dan ekologi. Kurva
berikut menggambarkan evaluasi fungsi terhadap visibilitas.

Tabel 5.4. Penentuan nilai fungsi berdasar visibilitas

kol kol ckon whon_ckol ekion

penduduk tingsi jalan rendah o7 05 02 05
| penduduk tingg alan tinggs 02 02 ! l

penduduk rendah jalan linggi 05 1 0.7 07

prnduduk rerudah jalan rendah 1 07 05 02
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Elologl dan elonomi
Ebanami Ebeleg

Visibilitas

Jumlah penduduk dan kerapatan jalan

Gambear 5.1. Grafik visibilitas dilihat dari jumlah penduduk
dan kerapatan jalan

Besaran nilai hasil evaluasi alokasi fungsi saat ini terhadap kesesuaian
biofisik, penggunaan lahan saat ini dan visibilitas dikondinasikan (bisa
dengan penjumlahan sederhana kemudian dinormalisasi menjadi Kisaran
0-1, atau dilakukan pembobotan berdasarkan mana dari ketiga faktor tersebut
yang dianggap paling penting), sehingga diperoleh besaran nilai yang
menggambarkan tepat tidaknya alokasi fungsi saat ini. Apabila nilai besaran
ini 0, maka alokasi penggunaan fungsi saat ini sama sekali tidak tepat, apabila
1 alokasi sudah tepat sekali.

Faktor yang menentukan apakah secara mutlak suatu area tersebut
harus dialokasikan sebagai fungsi Ekologi. Sebagai contoh: area gambut
dalam, hutan daratan tinggi yang belum terfragmentasi, dan area buffer zone
dari hutan lindung. Untuk area-area ini kita berikan nilai -1 yang artinya
apapun alokasi fungsinya saat ini, harus diubah menjadi fungsi Ekologi.

Berikut adalah rekomendasi peralihan fungsi berdasarkan kombinasi
besaran nilai di atas:

- Jika <0 maka dialihkan fungsinya menjadi fungsi Ekologi

- Jika fungsi sekarang adalah Ekologi, jika besaran adalah 0-0.25, maka
fungsi Ekologi dialihkan menjadi fungsi Ekonomi. Jika besaran adalah
0.25-0.5 maka fungsi Ekologi dialihkan menjadi fungsi Ekonomi. Jika
besaran adalah 0.5-0.75 maka fungsi Ekologi dialihkan menjadi fungsi
Ekonomi dan Ekologi. Jika besaran adalah 1 maka fungsi ekologi dialihkan
menjadi fungsi Ekologi

- Hal yang sama dilakukan untuk fungsi Ekonomi.

- Jika fungsi saat ini fungsi Ekologi dan Ekonomi, maka jika <0.25 dialihkan
menjadi fungsi Ekonomi.
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- Sebaliknya jika fungsi saat ini Ekonomi dan Ekologi, maka jika <0.25,
maka fungsi dialihkan menjadi fungsi Ekologi.
Keluaran:

peta evaluasi rencana tata guna lahan saat ini terhadap kesesuaian
biofisik

peta evaluasi rencana tata guna lahan saat ini terhadap penggunaan
lahan saat ini

peta evaluasi rencana tata guna lahan saat ini terhadap kelayakan
secara populasi dan akses jalan

peta evaluasi rencana tata guna lahan saat ini secara keseluruhan
peta usulan revisi rencana tata guna lahan

Interpretasi:

Dari keempat fungsi (Ekologi, Ekologi dan Ekonomi, Ekonomi
dan Ekologi, Ekonomi), 2 fungsi campuran menargetkan bentang
lahan multifungsi dan dari waktu ke waktu perlu evaluasi untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas

Area dengan fungsi Ekonomi lebih merupakan domain perencanaan
pembangunan

Area dengan fungsi Ekologi merupakan area dimana koordinasi
antar tingkat pemerintahan sangat penting

Kegunaan:

mengusulkan revisi rencana tata guna lahan kepada pemerintah
tingkat propinsi atau nasional
mengkomunikasikan dan menegosiasikan dengan masyarakat area
yang tersedia sesuai fungsinya

Langkah-langkah:

Untuk melakukan evaluasi tata guna lahan, dibutuhkan beberapa
jenis data yang meliputi informasi tata guna lahan saat ini, kesesuaian lahan,
aksesibilitas, kepadatan penduduk, dan kondisi tutupan lahan saat ini. Pada
tabel berikut dijelaskan nama-nama data yang terdapat pada folder latihan
beserta penjelasannya.

Tabel 5.5. Jenis data untuk evaluasi tata guna lahan

No Nama Data Deskripsi
1 | Acbar_tghk utm Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan
(TGHK)
2 Land_suit_utm Peta kesesuaian lahan
3 Landcover_2007 Peta tutupan lahan tahun 2007
4 | Desa_podes06_utm | Peta batas desa PODES tahun 2006
5 | Wa_access_rescale | Peta aksesibilitas
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Klasifikasi data dasar

Proses evaluasi peta tata guna lahan dimulai dengan melakukan
re-klasifikasi beberapa data dasar yang tersedia. Pada bagian berikut ini
dijelaskan prose re-klasifikasi masing-masing data dasar.

1. Klasifikasi kelas fungsi
Klasifikasi kelas fungsi dilakukan dengan mengubah kelas tata guna
lahan pada data acbar_tghk_utm menjadi kelas fungsi sebagaimana yang
dijelaskan pada tabel 5.1 di atas.
Tampilkan data tabel acbar_tghk utm. Perhatikan bahwa untuk
melakukan prose reklasifikasi, dibutuhkan untuk membuat satu kolom
baru yang berisikan informasi fungsi. Buatlah kolom baru dengan
menekan Column > Add column. Untuk ini diperlukan sebuah domain
khusus. Perhatikan dalam folder latihan ini sudah tersedia data domain
dengan nama Kelas_fungsi. Gunakan domain ini untuk kolom baru yang
akan dibuat, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.
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Gambar 5.2. Jendela proses membuat domain
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Gambar 5.3. Tampilan mengisi kelas fungsi pada tabel
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Langkah berikutnya adalah membuat data baru berdasarkan kolom yang
baru saja dibuat. Untuk kemudahan, beri nama data baru ini Kelas_
fungsi, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut ini

| =]
Ristes b [ b, g4 _vim B
Tabis [ [ st 1 =
erin ty e
Domegen Clawy “Voelga_bungni™ E
Dt Plastes Hiap  [Fn_birges ]
Dresorpiue

el vl e T ke ot el

Gambar 5.4. Membuat attribute map menggunakan kelas fungsi

2. Klasifikasi Kelas Tutupan Lahan

Proses reklasifikasi selanjutnya dilakukan terhadap peta tutupan
lahan saat ini pada data landcover_2007. Tampilkan tabel atribut data
ini, kemudian buatlah kolom baru dengan nama Kelas_guna_lahan.
Gunakan domain yang sudah tersedia, kemudian lakukan reklasifikasi
pada masing-masing kelas tutupan lahan sebagaimana diperlihatkan
pada gambar berikut ini.
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Gambar 5.5 Tampilan tabel dengan kolom kelas guna lahan
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Gunakan kolom Kelas_guna_lahan untuk membuat sebuah data baru
dengan menggunakan fungsi Atribute maps. Berikan nama data tersebut
kelas_guna_lahan, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.
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Gambar 5.6. Membuat peta raster dengan attribute kelas guna lahan

Klasifikasi kelas kepadatan penduduk

Proses reklasifikasi berikutnya dilakukan pada informasi kepadatan
penduduk yang terdapat pada data desa_podes_06. Gunakan operator
relasional seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Gunakan juga
domain kelas_populasi yang sudah tersedia.

':' Table “desa_podes06™ - Table desa_podesO6. tbht - ILWIS
Fide Edit Columns Records Wiew Help
B2 R X | & T L 4 4 Y|

|pnp_|:| ens_class=iff[pop_dens<200."Rendah"." Tinggi" ']|

B FJLH_JLGR POOR_F AM SOURC E_ InC
1 m} Ol ocher

Gambear 5.7 Instruksi klasifikasi kepadatan penduduk

Berdasarkan kolom pop_dens_class yang baru saja dihasilkan dari operasi
relasional tersebut diatas, buatlah data baru dengan menggunakan fungsi
Attribute maps. Beri nama data baru ini kelas_populasi.

Klasifikasi kelas aksesibilitas

Reklasifikasi selanjutnya dilakukan pada informasi tingkat aksesibilitas
yang terdapat pada data wa_access_rescale. Gunakan operator relasional
sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut. Gunakan domain
kelas_akses yang sudah tersedia untuk data yang dihasilkan.

kelas akses=ifffwa access rescale<0.3,"Rendah","Tinggi")

(THN T n =
Gambar 5.8. Instruksi klasifikasi kelas akses

Bab 5 Inklusif; Upaya Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perencanaan Wilayah | 173



Pada akhir rangkaian proses reklasifikasi sederhana ini, akan didapat
empat data baru yaitu kelas_fungsi, kelas_akses, kelas_populasi, dan
kelas_gunalahan. Keempat data ini ditunjukkan oleh gambar berikut.
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Gambar 5.9 Peta yang menunjukkan kelas fungsi, guna lahan, kepadatan
dan aksesibilitas

Reklasifikasi kelas kesesuaian

Walaupun secara proses, reklasifikasi peta kesesuaian sama dengan
proses reklasifikasi sebelumnya, akan tetapi informasi yang dihasilkan
sedikit lebih kompleks dibandingkan tahapan sebelumnya. Hal ini Karen
satu lokasi yang sama mungkin saja sesuai untuk berbagai komoditas yang
berbeda. Proses reklasifikasi dilakukan pada data land_suit_utm dengan
menggunakan fasilitas table calculator.
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Sebagai langkah, gunakan rangkaian operasi relasional sebagaiman
diperlihatkan pada gambar berikut. Lakukan langkah-langkah tersebut secara
berurutan, sehingga diperoleh empat buah kolom baru yaitu: cocok_hutan,
cocok_wanatani, cocok_monokultur, dan cocok_t_semusin.

Cocok_hutan=iff((p_kering="N")and(karet="N")and(sawit="N")
and(cacao="N"),10,0)

cocok_wanatani=iff((karet="S"”)and(cacao="5"),20,0)
cocok_monokultur=iff((karet="S)and(sawit="S"),20,0)
cocok_t_semusim=iff((p_kering="S")and(p_basah="5"),50,0)

Jumlahkan semuakolomyangbaru sajadiperoleh dengan menggunakan
operasi yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Akan dihasilkan kolom
baru dengan namaid_kesesuaian. Kolom ini berisikan id dari masing-masing
kelas kesesuain beserta semua kombinasi yang mungkin tersedia.

id_kesesuaian:=cocok_hutan+cocok_wanatani+cocok_monokulur_t_

semusim

Selanjutnya, dengan menggunakan domain kelas_kesesuaian, lakukan
proses klasifikasi terhadap kolom id_kesesuaian dengan menggunakan
fungsi CLFY, beri nama kolom yang dihasilkan: kelas_kesesuaian. Hasilnya
diperlihatkan pada gambar berikut.
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Gambar 5.10. Domain kelas kesesuaian

Kemudian, dengan menggunakan fungsi Attribute maps, buat data
spasial baru berdasarkan kolom kelas_kesesuain yang baru saja dibuat.
Hasilnya diperlihatkan pada gambar berikut ini.
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Gambar 5.11. Peta kelas kesesuaian

Proses Overlay dan Pembobotan
Setelah semua data selesai di klasifikasikan, maka tahapan persiapan
data sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses overlay dan
pembobotan. Langkah ini dilakukan dengan menggunakan proses CROSS.
1. Overlay kelas fungsi dan kelas kesesuaian
Sebagai langkah pertama, lakukan overlay dengan fungsi cross terhadap
data kelas_fungsi dan data kelas_kesesuaian. Beri nama data yang
dihasilkan cross_fungsi_kesesuaian. Pastikan untuk mengaktifkan
tombol Output Maps, sehingga hasil dari proses overlay adalah peta dan
tabel atribut.
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Gambar 5.12. Jendela fungsi cross kelas fungsi dan kelas kesesuaian
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Berdasarkan matriks fungsi dan kelas kesesuaian sebagaimana dijelaskan
pada bagian pendahuluan latihan ini, lakukan proses pembobotan
dengan membuat satu kolom baru dengan nama eval_fungsi_kesesuain.
Lakukan pembobotan berdasarkan matriks sebagaimana terlihat pada

gambar berikut.
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Gambér 5.13. Tampilan tabel den-gan tambahan kolom bobot fungsi

kesesuaian
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Berdasarkan kolom eval_fungsi_kesesuain, buat data baru dengan
menggunakan proses Attribute maps. Beri nama data baru tersebut eval_
fungsi_kesesuian. Data ini merupakan hasil pertama dari proses ini, yaitu
peta evaluasi rencana tata guna lahan saat ini terhadap kesesuaian biofisik.
Tampilan peta tersebut akan terlihat seperti gambar berikut.
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Gambar 5.14. Attribute map menunjukkan bobot fungsi kesesuaian

Overlay Kelas Fungsi dan Kelas Guna Lahan
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Sebagaimana langkah yang dilakukan pada kelas fungsi dan kesesuaian,
lakukan hal samaterhadap kelas_fungsi dankelas_guna_lahan. Gunakan
fungsi CROSS sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut ini.
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Gambar 5.15. Jendela overlay kelas fungsi dan kelas guna lahan

Lakukan pembobotan berdasarkan matriks dengan membuat kolom

baru dengan nama eval_fungsi_gunalahan. Nilai bobot untuk masing-
masing kombinasi fungsi dan kelas guna lahan ditunjukkan pada gambar

berikut ini.
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Gambar 5.16. Tabel dengan kolom baru bobot nilai fungsi guna lahan
Dengan menggunakan kolom eval_fungsi_guna, buat data baru
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menggunakan fasilitas Attributes Maps. Beri nama data ini eval_fungsi_
guna. Data ini merupakan peta evaluasi rencana tata guna lahan saat ini
terhadap penutupan lahan saat ini.
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Gambar 5.17. Attribute map menunjukkan bobot fungsi guna lahan

Overlay Kelas Fungsi, Kelas Akses, dan Kelas Populasi
Berikutnya, lakukan proses cross secara bertahap terhadap peta
kelas_akses, kelas_kepadatan, dan kelas_fungsi. Langkah cross harus
dilakukan dua kali sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut.
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Gambar 5.18. Jendela overlay antara peta kelas akses, kelas kepadatan, dan
kelas fungsi

Kemudian, lakukan proses pembobotan dengan menggunakan data
cross_fungsi_aksespadat yang baru saja dihasilkan. Pembobotan untuk
masing-masing kombinasi, dilakukan seperti diperlihatkan pada tabel
berikut. Beri nama kolom yang dihasilkan eval_fungsi_aksespadat.
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Gambar 5.19. Tabel dengan kolom baru bobot nilai
fungsi akses dan kepadatan

Dengan menggunakan kolom eval_fungsi_aksespadat, buat data baru
menggunakan fasilitas Attributes Maps. Beri nama data ini eval_fungsi_
aksespadat. Data ini merupakan peta evaluasi rencana tata guna lahan saat
ini terhadap tingkat kelayakan dari segi populasi dan akses. Peta evaluasi ini
ditunjukkan pada gambar berikut.
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Gambar 5.20. Attribute map menunjukkan bobot fungsi, akses, dan kepadatan

Menghitung Nilai Evaluasi Fungsi

Langkah selanjutnya adalah memadukan semua data yang telah
tersedia, untuk memperoleh data nilai fungsi. Data ini yang dapat digunakan
untuk memperbaiki atau memberikan usulan perbaikan peta tata guna lahan.
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Nilai fungsi, dihitung dengan menggunakan persamaan sederhana dan
gambar berikut:
nilai_fungsi=(eval_fungsi_kesesuaian+eval_fungsi_guna+eval_
fungsi_aksespadat)/3
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Gambar 5.21. Peta nilai fungsi

Menerapkan filter

Filter digunakan untuk mengelompokkan bagian tertentu dari sebuah
bentang lahan yang seharusnya dicadangkan untuk fungsi ekologis murni.
Filter dilakukan pada daerah-daerah bergambut dan daerah sekitar hutan.
Gunakan data filter yang tersedia pada folder latihan ini, kemudian gunakan
persamaan berikut dan hasilnya akan terlihat seperti pada Gambar 5.22.

nilai_fungsi_filter=iff(filter_utm>0,-1,nilai_fungsi)
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Gambear 5.22. Peta hasil filter dari nilai fungsi
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Peninjauan Peta Tata Guna Lahan
Lakukan fungsi CROSS terhadap peta nilai_fungsi_filter dan kelas_
fungsi, sehingga didapatkan data spasial seperti berikut ini:
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Gambear 5.23. Peta hasil overlay nilai_fungsi_filter dan kelas_fungsi

Berdasarkan asumsi berikut ini, lakukan analisa terhadap kelas fungsi
dan nilai fungsinya. Simpan hasilnya pada kolom Alih_fungsi. Asumsi yang
digunakan adalah:

- Jika nilai fungsi adalah -1 maka apapun alokasi fungsinya saat ini, harus
diubah menjadi fungsi Ekologi.

- Jika fungsi sekarang adalah Ekologi, jika besaran adalah 0-0.25, maka
fungsi Ekologi dialihkan menjadi fungsi Ekonomi. Jika besaran adalah
0.25-0.5 maka fungsi Ekologi dialihkan menjadi fungsi Ekonomi. Jika
besaran adalah 0.5-0.75 maka fungsi Ekologi dialihkan menjadi fungsi
Ekonomi dan Ekologi. Jika besaran adalah 1 maka fungsi ekologi dialihkan
menjadi fungsi Ekologi

- Hal yang sama dilakukan untuk fungsi Ekonomi.

- Jika fungsi saat ini fungsi Ekologi dan Ekonomi, maka jika <0.25 dialihkan
menjadi fungsi Ekonomi.

- Sebaliknya jika fungsi saat ini Ekonomi dan Ekologi, maka jika <0.25,
maka fungsi dialihkan menjadi fungsi Ekologi.
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Gambar 5.24. Tabel dengan kolom alih fungsi hasil overlay

Gunakan fungsi Attribute table berdasarkan kolom Alih Fungsi.
Hasilnya merupakan peta usulan revisi tata guna lahan. Bandingkan hasil ini
dengan peta tata guna lahan sebelumnya.
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Gambar 5.25. Peta kelas fungsi
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Gambar 5.26. Peta usulan kelas fungsi berdasarkan hasil evaluasi

* Studi Kasus 7. Analisa Daya Dukung dan Pembagian Lokasi

Studi kasus 7 ini merupakan inti dari perencanaan pengembangan
wilayah rural secara terintegrasi. Studi-studi kasus yang sebelumnya telah
disusun untuk menuntun kepada dan sekaligus menjadi bagian dari studi
kasus ini. Dalam studi kasus ini, kita akan melihat proses iterasi antara tahap
analisa dengan aspirasi masyarakat lokal yang didapatkan secara partisipatif,
maupun dengan tingkat pemerintahan di atas kabupaten.

Analisa Daya Dukung

Analisa ini berhubungan erat dengan studi kasus 3 “Analisa Penggunaan
Lahan”, dimana ukuran rata-rata lahan yang dimiliki oleh rumah tangga
dihitung berdasarkan keadaan luas tutupan lahan dari peta yang dihasilkan
berdasarkan interpretasi citra satelit, peta batas desa dari BPS dan data jumlah
rumah tangga per desa dari BPS. Pada kenyataannya, ternyata terdapat
lahan tanaman semusim yang bisa ditanami lebih dari 1 kali per tahun, ada
rumah tangga yang tidak bercocok tanam, dan sebagainya. Untuk membuat
perhitungan analisa daya dukung yang lebih akurat, perlu digali data
lapangan lebih lanjut langsung dari masyarakat yang bersangkutan.

Disamping itu, selain daya dukung untuk tanaman pangan-semusim
yang menjamin kelangsungan pangan, perlu juga daya dukung beberapa
kegiatan lain yang berbasiskan lahan seperti wanatani, perkebunan,
pengambilan hasil hutan kayu dan non-kayu, peternakan, perikanan. Hal ini
berguna karena selain untuk kelangsungan pangan, petani juga memerlukan
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sumber penghasilan, demikian juga pemerintah daerah memerlukan sumber
pendapatan daerah.

Evaluasi lahan secara biofisik untuk kesesuaian penggunaan lahan
tertentu dengan skala dan akurasi yang tepat atas wilayah perencanaan,
mutlak diperlukan. Proses evaluasi yang sama sedang berjalan di daerah
pedalaman Aceh Barat dan diharapkan melalui kolaborasi, kapasitas Aceh
Barat untuk melakukan evaluasi lahan bisa berkembang sehingga dalam
waktu dekat peta evaluasi lahan dengan skala besar meliputi seluruh Aceh
Barat bisa dilengkapi.

Dalam suatu bentang lahan, misalnya kabupaten, selalu ada variasi
antar area yang satu dengan yang lainnya dalam hal daya dukung lahan
dan kebutuhan akan lahan untuk penggunaan tertentu, demikian juga pada
tingkat kecamatan dan desa. Gambar di bawah mengilustrasikan hubungan
antar tingkat tersebut.
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Gambar 5.27. Diagram hubungan kebutuhan dan
daya dukung antar tingkatan

Pada studi kasus ini, kita hanya akan mencakup aktivitas penggunaan
lahan berikut ini :
e Tanaman semusim/pangan
e Tanaman komoditi: karet, kelapa sawit, kakao. Untuk tanaman komoditi
ini, kita bagi menjadi 2 kelas, yaitu wanatani/tanaman keras campuran
dan perkebunan/tanaman keras monokultur. Kelapa sawit dan karet
merupakan komoditi perkebunan, sedangkan kakao dan juga karet
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merupakan komoditi wanatani.

e Pengambilan hasil hutan baik kayu maupun non kayu

o Peternakan dan perikanan tidak kita perhitungkan dalam studi kasus ini
bukan karena kami menganggap kedua aktivitas ini tidak penting di Aceh
Barat, melainkan karena kami ingin menyederhanakan demi kepentingan
pelatihan. Dalam perencanaan yang sesungguhnya, semua aktivitas
berbasiskan lahan yang penting sebagai sumber penghasilan maupun
sumber pangan masyarakat dan perusahaan harus diperhitungkan.

Data yang digali melalui survei lapang (wawancara rumah tangga)
yang dilakukan pada studi kasus 5, bersama-sama dengan data sekunder
yang ada dipakai untuk mencari kebutuhan lahan bagi berbagai sistem
penggunaan lahan pada masing-masing tingkat pemerintahan. Selanjutnya
data ini dipakai untuk menganalisa dan menentukan sasaran yang realistis,
mengalokasikan lahan, dan untuk menegosiasikan dan mengagregasikan dan
scale up ke tingkat diatasnya (dari desa ke kecamatan maupun kabupaten).

Mengambil asumsi bahwa evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan
dari studi kasus 6 diterima, kita bisa memakai potensi dimana lahan yang
sesuai dan belum digunakan saat ini untuk kegunaan ekonomi yang paling
tinggi dalam situasi dan kondisi lokal, seharusnya didorong agar terus
digunakan.

Tanaman
Semusim / Perkebunan

&

\\  HUTAN

\

Gambar 5.28. Diagram hibungan antara kondisi aktual dan potensial

Berikutnya, perencanaan dari suatu wilayah yang cukup besar dan
bervariasi seperti di tingkat kabupaten seharusnya memperhitungkan
hubungan antara daerah urban, peri-urban dan rural, dan memperhitungkan
variasi sosio-ekonomi masyarakat pada masing-masing area tersebut. Untuk
Aceh Barat, kami asumsikan 4 kelompok desa di bawah ini cukup mewakili

186 | Bab 5 Inklusif; Upaya Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perencanaan Wilayah



kondisi variasi desa/kota di Aceh Barat:

1. Urban: desa-desa di sekitar ibukota kabupaten (Meulaboh) dan desa-
desa dalam radius 5 kilometer dari ibukota (Meulaboh). Proporsi
masyarakat yang tinggal di daerah urban ini yang mempunyai
penghasilan dari non-farm (nonpertanian) biasanya cukup besar, lebih
besar dari 70%.

2. Peri-urban: ibukota kecamatan, desa-desa yang mempunyai pasar, dan
desa-desa dalam radius 5 kilometer di sekelilingnya dan mempunyai
akses jalan. Proporsi masyarakat yang mempunyai penghasilan dari
non-farm lebih kecil daripada di daerah urban, petani dengan tanaman
perkebunan cukup banyak.

3. Rural: desa yang bukan urban, bukan peri-urban, dan tidak di sekitar
hutan. Sebagian besar masyarakat bertanam tanaman semusim dan
wana tani.

4. Forest margin (sekitar hutan): desa-desa yang berada dalam radius
5 kilometer dari hutan. Sebagian besar masyarakat di daerah ini
tergantung pada wana tani dan pengambilan hasil hutan.

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase dari rumah tangga dengan
sumber penghasilan utama yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5.6. Perkiraan persentase rumah tangga dengan sumber penghasilan
utama

Kelompok | Tanaman | Tanaman | Wanatani | Hutan | Off- | Non-
Desa Semusim | Monokultur farm | farm

Sekitar 100 480 520

Hutan

Rural 100 50 50 10 10

Peri-urban 70 70 30 30 40

Urban 70 20 30 50 70

atatan: Angka berubah sebagai respons terhadap perubahan harga, kebjjakan, dII. Simulasi

skenario menggunakan modelling bisa dipakai untuk memproyeksikan perubahan ini, sebagai
contoh menggunakan model FALLOW.

Untukstudi kasusini, tabel berikut kamisusun dengandasar pengenalan
kami yang terbatas mengenai Aceh Barat. Tabel ini idealnya didapatkan
dari data statistik yang dikumpulkan di lapangan dengan perancangan
pengambilan sampel yang baik.

Alokasi Lahan
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan tata guna lahan saat
ini, yang meliputi 3 faktor, yaitu kesesuaian biofisik, status penggunaan lahan
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saat ini, dan feasibilitas, seperti yang dituangkan dalam studi kasus 6. Kita
akan mencoba mengalokasikan kebutuhan akan lahan yang ditangkap dalam
analisa daya dukung di atas. Untuk ini, informasi yang perlu ditambahkan
adalah alokasi legal kepada pengguna lahan tertentu yang mempunyai
batas spasial dan periode waktu tertentu seperti konsesi HPH, perkebunan,
pertambangan, yang diberikan oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai
ke yang paling rendah. Hal ini perlu untuk menghindari konflik. Tabel di
bawah ini mengilustrasikan fungsi sistem penggunaan lahan dan pengguna
lahan dengan prosedur pengalokasian.

Tabel 5.7. Hubungan antara fungsi sistem penggunaan lahan dan prosedur
alokasi

Fungsi Sistem penggunaan Petani/ Perusahaan/medium
lahan smallhholder dan large scale
Ekologi - - -
Ekologi dan Wanatani I III
Ekonomi
Ekonomi dan Tanaman keras II II
Ekologi monokultur
Ekonomi Tanaman semusim/ I -
pangan

Selain itu, yang penting untuk dilakukan adalah proyeksi perubahan
kebutuhan lahan untuk masing-masing sistem penggunaan lahan, yang dapat
diperoleh dari:

e Markov Chain: Tren perubahan penggunaan lahan terakhir dipakai untuk
memproyeksikan trend ke depan. Untuk Aceh Barat, dari hasil inerpretasi
citra satelit tahun 2006-2007 berikut tren perubahan tutupan lahan:
tutupan tanaman keras monokultur meningkat cukup tajam sedangkan
tutupan lahan yang lain berkurang.

e Studi empirik: pengumpulan data secara obyektif terhadap responden/
pengguna lahan; perancangan sampel harus baik dan mewakili.

o Rapid Appraisal: menggunakan diskusi kelompok untuk mendapatkan
preferensi masyarakat di masa depan.

Berikut ini adalah prosedur yang kami sarankan untuk pengalokasian:
Kawasan dalam fungsi Ekonomi. Mengacu pada Gambar 5.29 dengan
mengabaikan daerah yang secara aktual adalah hutan pada saat ini dan di luar
area yang sesuai maupun secara fungsi merupakan kawasan hutan, berikut
adalah representasi lahan untuk tanaman pangan/semusim berdasarkan
kesesuaian biofisik, alokasi fungsi dan status saat ini.

188 | Bab 5 Inklusif; Upaya Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perencanaan Wilayah



Gambar 5.29. Representasi diagram Venn dari kawasan dengan fungsi

ekonomi ditinjau dari 3 faktor

Keterangan:

Re-alokasikan fungsi ke ekonomi, dimana hal ini telah dilakukan dalam
studi kasus 6. Bawa usulan ini kepada tingkat pemerintahan yang lebih
tinggi sebagai masukan untuk proses perencanaan mereka.
Re-alokasikan fungsi menjadi ekologi ataupun campuran, dimanahal ini
juga telah dilaksanakan dalam studi kasus 6. Selain itu, usahakan untuk
merelokasi kegiatan yang ada, dengan tentunya menegosiasikannya
dengan pengguna yang bersangkutan.
Cek terlebinh dahulu menggunakan peta batas-batas izin yang ada
sekarang dan yang sedang diproses. Area yang tidak ada dalam
batas-batas tersebut alokasikan untuk penggunaan tanaman pangan/
semusim berdasarkan kebutuhan, proyeksi dan skenario. Prioritaskan
untuk petani/smallholder.
Sudah tepat guna, bisa dialokasikan untuk penggunaan lahan tanaman
pangan/semusim berdasrkan kebutuhan proyeksi dan skenario.
Tidak terlihat di dalam diagram Venn adalah lahan-lahan yang secara
aktual saat ini sudah ditanami tanaman semusim/pangan, sesuai secara
biofisik dan sekaligus berada di bawah kawasan fungsi Ekonomi,
sehingga sudah tepat guna dan tidak perlu re-alokasi maupun re-
lokasi.

C+D=SH + B + Reserves

k+p+sk

Keterangan:

SH = smallholder, k = kebutuhan, p = proyeksi, dan sk = skenario dari
kebutuhan smallholer untuk penggunaan lahan tanaman pangan/

semusim.

Jika reserves > 0 ha, maka bisa dialokasikan untuk aktivitas berskala

medium seperti kebun sayuran dan sebagainya.
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* Jika reserves < 0 ha, maka ekstensifikasi tanaman pangan/semusim tidak
bisa dipraktekkan.

e Jika C <0 ha, maka penggunaan lahan untuk tanaman pangan/semusim
yang sekarang pun sudah mengancam terjadinya kerusakan lingkungan
hidup dan pemerintah hendaknya mengambil suatu kebijakan/tindakan
untuk menghindari hal ini.

Kawasan dalam fungsi Ekonomi dan Ekologi, di luar kawasan Ekonomi.
Prosedur di bawah ini sebaiknya dilakukan untuk masing-masing komoditas
pada saat proses perencanaan yang sebenarnya. Dalam studi kasus ini kita
hanya akan membahas kelompok komoditas tanaman keras monokultur
sebagai sistem penggunaan lahan dengan fungsi Ekonomi dan Ekologi.

Sesuai secara

Gambar 5.30. Representasi diagram venn dari kawasan dengan fungsi
ekonomi dan ekologi ditinjau dari 3 faktor

Keterangan:

Re-alokasikan fungsi ke ekonomi dan ekologi, dimana hal ini telah
dilakukan dalam studi kasus 6. Bawa usulan ini kepada tingkat pemerintahan
yang lebih tinggi sebagai masukan untuk proses perencanaan mereka. Pada
kasus petani atau smallholder, sosialisasikan dan negosiasikan hal ini.

Re-alokasikan fungsi menjadi ekologi ataupun ekologi dan ekonomi,
dimana hal ini juga telah dilaksanakan dalam studi kasus 6. Jika pengguna
lahan adalah petani partisipasi dan negosiasi masyarkaat lokal dalam
merelokasi lahan sangat dibutuhkan. Untuk large scale, bawalah ke tingkat
pemerintahan yang telah memberinkan izinnya untuk diproses lebih lanjut.
Cek terlebih dahulu menggunakan peta batas-batas izin yang ada sekarang
dan yang sedang diproses. Area yang tidak ada dalam batas-batas tersebut
alokasikan untuk penggunaan tanaman pangan/semusim berdasarkan
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kebutuhan, proyeksi dan skenario. Prioritaskan untuk petani/smallholder

berdasarkan kebutuhan, proyeksi, skenario, hambatan dan program

pemerintah. Jika large scale, bawalah kepada tingkat pemerintahan.

Tidak terlihat di dalam diagram Venn adalah lahan-lahan yang secara
aktual saat ini sudah ditanami tanaman keras monokultur, sesuai secara
biofisik dan sekaligus berada di bawah kawasan fungsi Ekonomi dan Ekologi,
sehingga sudah tepat guna dan tidak perlu re-alokasi maupun re-lokasi.

C+D=SH_, ., +LS_, ., +B+Reserves

Keterangan:

* SH = smallholder, LS = large scale, a = actual penggunaan saat ini, k =
kebutuhan, p = proyeksi, dan sk = skenario dari kebutuhan smallholer
untuk penggunaan lahan tanaman pangan/semusim

e Jika reserves > 0 ha, maka bisa dialokasikan untuk perkebunan berskala
medium dan besar seperti kelapa sawit dan karet, dsb.

e Jika reserves < 0 ha, maka ekstensifikasi tanaman keras monokultur/
perkebunan tidak bisa dipraktekkan

¢ Jika C <0 ha, maka penggunaan lahan untuk tanaman keras monokultur/
perkebunan yang sekarang pun sudah mengancam terjadinya kerusakan
lingkungan hidup dan pemerintah hendaknya mengambil suatu
kebijakan/tindakan untuk menghindari hal ini

Status Penggunaan Lahan Saat Ini

Di bawah ini adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab mengenai
status penggunaan lahan saat ini berdasarkan jumlah populasi-rumah tangga
dan proporsi rumah tangga berdasarkan sumber penghasilan utama:

- Berapa total luas lahan yang diperlukan untuk masing-masing sistem
penggunaan lahan untuk masing-masing desa?

- Berapa total lahan yang dipakai saat ini untuk masing-masing sistem
penggunaan lahan untuk masing-masing desa ?

- Berapa dari lahan yang dipakai saat ini yang berada di bawah zona yang
legal dan sesuai untuk masing-masing sistem penggunaan lahan untuk
masing-masing desa?

- Berapa total lahan yang masih potensial untuk dikembangkan untuk
masing-masing sistem penggunaan lahan untuk masing-masing desa?

- Apakah lahan yang tersedia untuk masing-masing sistem penggunaan
lahan di masing-masing desa lebih besar atau lebih kecil daripada lahan
yang dibutuhkan?

- Desa-desa mana sajakah yang daya dukung terhadap sistem penggunaan
lahan tertentunya lebih kecil dari kebutuhan?

Status Produktivitas Saat Ini
Di bawah ini adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab mengenai
status penggunaan lahan saat ini berdasarkan jumlah populasi-rumah tangga
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dan proporsi rumah tangga berdasarkan sumber penghasilan utama dan
produktivitas per unit lahan:

- Berapahasil yang diharapkan dari penggunaan lahan saat ini untuk setiap
sistem penggunaan lahan di masing-masing desa per tahun?

- Apakah produksi pangan lokal lebih besar daripada kebutuhan pangan
per tahun?

- Desa manakah yang produksi pangannya lebih rendah daripada
kebutuhan?

- Agregasikan pada tingkat kecamatan dan jawab pertanyaan di atas.

- Agregasikan produksi pada tingkat kabupaten. Hitung berapa banyak
padi (pangan) yang diperlukan oleh populasi Aceh Barat per tahun.

- Periksa apakah produksi pangan mencukupi kebutuhan pangan pada
tingkat kabupaten. Jika tidak, berapa gapnya kemudian tentukan goal.
Untuk mencapai goal tersebut, tentukan program pemerintah yang tepat
sasaran.

5.3 Contoh Metode Pendekatan Pelibatan Masyarakat
Dalam Kegiatan Perencanaan Wilayah

Wacana dan pemikiran yang baik akan lebih bermanfaat manakala
diimbangi dengan upayaimplementasi dan cotoh-contoh praktis dari berbagai
metode yang sudah ada. Kegiatan pada tingkat kabupaten yang melibatkan
unsur parapihak diharapkan dapat membekali dan mengenalkan kepadacara
berpikir yang lebih integratif serta menggunakan data dan informasi telah
dilakukan melalui beberapa kali sesi pelatihan dan kegiatan pendampingan.
Namun demikian perlu dilengkapi kiranya dengan kegiatan yang melatih
dan memantapkan parapihak kepada kegiatan pada tingkat yang paling
rendah yaitu desa sebagai unit intervensi kegiatan, serta sarana membangun
kolaborasi persepsi dan upaya membangun solusi-solusi permasalahan yang
sering muncul antara kabupaten dan desa.

Pada tahapan ini akan dilaksanakan kegiatan berupa penggunaan
beberapa latihan-latihan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan
data desa, memahami karakteristik desa serta menggali persepsi dan
rencana masyarakat terhadap masa depan dalam bentuk rencana-rencana
pembangunan. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi transect walk
(GPS Mapping), livelihood survey, participatory mapping, dan pengenalan
analisa SWOT sebagai salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam
membuat perencanaan desa. Para pihak akan melakukan penilaian secara
bersama-sama terhadap kondisi biofisik, sosial ekonomi dan infrastruktur
yang ada dalam suatu bentang lahan desa.

Penyajian data dalam format keruangan merupakan hal yang sangat
penting. Berbagai fenomena akan lebih mudah dilihat dan dianalisa lebih
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lanjut untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk kepentingan

pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, keberadaan peta sebagai alat

analisis dalam proses perencanaan tidak dapat mengabaikan unsur pelibatan
masyarakat. Meskipun demikian, dalam menghasilkan peta yang akurat, up
to date, dan mudah diakses masih dijumpai hal-hal sebagai berikut seperti :

1. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap peta-peta yang dihasilkan
sehingga masyarakat lebih sering menerima hasil pemetaan dan tidak
bisa melakukan partisipasi untuk menghasilkan peta.

2. Masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengadaan peta se-
hingga mengakibatkan masyarakat kurang begitu faham tentang instansi
apa yang berwenang dalam menghasilkan suatu peta.

3. Masih lemahnya sistem pengaturan dan standarisasi dalam pemetaan
mengakibatkan informasi spasial yang dihasilkan menjadi tidak standar /
tidak baku dan sering terjadi penyimpangan baik dalam sistem pemetaan
(standar geografis dan kedalaman informasi) maupun identifikasi pe-
manfaatan ruangnya.

4. Kurangnya keterlibatan stakeholder/masyarakat dalam penyusunan peta
khususnya untuk skala detil/besar, mengakibatkan timbulnya pandan-
gan masyarakat akan ketakutan terhadap hak-haknya atas ruang yang
telah dimiliki selama ini.

5. Terbatasnya prasarana untuk proses pemetaan baik dari software dan
hardware, sehingga mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan pengo-
lahan / penyusunan peta.

6. Masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang menangani
pemetaan, hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya aparat yang da-
pat memahami dan mempraktekkan proses pemetaan.

1. Konsep Pendekatan
a) Perencanaan Desa

Sebagai unit terkecil dalam konteks perencanaan pembangunan, peren-
canaan desa adalah bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan.
Keberhasilan pembangunan desa merupakan relasi keseimbangan antara
harapan dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, dan selayaknya
pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Paradigma awal tentang perencanaan hanya mengedepankan pembuat
kebijakan sebagai perencana. Pembuat kebijakan dianggap lebih memiliki
pengetahuan ilmu perencanaan dan akses terhadap data dan informasi
wilayah. Akan tetapi seringkali sisi penyerapan kebutuhan masyarakat
sebagai pelaku pembangunan belum cukup tersentuh.

Perencanaan desa dengan menempatkan masyarakat sebagai pembuat
rencana saat ini sudah banyak dikembangkan. Berbagai metode dilakukan
untuk memberikan ruang bagi seluruh elemen masyarakat memberikan
masukan dan peran aktif dalam perencanaan desa. Perencanaan inilah yang
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semestinya disepakati bersama untuk menjadi acuan setiap penentuan

kegiatan dan alokasi penggunaan ruang desa, baik yang dilaksanakan secara

swadaya maupun intervensi pemerintah maupun pihak swasta lain. Hingga

saat ini masih ditemui beberapa kelemahan kualitas perencanaan partisipatif,

seperti berikut ini

* Lemahnyakapasitas lembaga-lembaga yang secara fungsional menangani
perencanaan

* Kelemahan identifikasi masalah pembangunan

e Dukungan data dan informasi perencanaan

e Kualitas sumberdaya manusia khususnya didesa

* Lemahnya dukungan pendampingan dalam kegiatan perencanaan

* Lemahnya dukungan pendanaan pelaksanaan kegiatan perencanaan
khususnya di tingkat desa dan kecamatan

b) Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif merupakan salah satu pendekatan yang dapat di-
lakukan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya menggali data dan infor-
masi mengenai desa. Masyarakat akan terlibat secara aktif dalam menginven-
tarisasi seluruh potensi dan masalah yang dihadapai di desanya. Pengenalan
masyarakat tersebut meliputi segi kondisi fisik, sosial ekonomi, infrastruktur
dan tata ruang wilayahnya dalam hal ini desa.

Pemetaan Partisipatif pada akhirnya akan dapat mendorong perkem-
bangan dibidang pemetaan atau penyediaan informasi keruangan, sehingga
penyediaan informasi keruangan sebagai input dasar dalam menyusun Ren-
cana pembangunan dan Tata Ruang akan dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif perlu dilakukan secara baik, dalam
arti professional (kelembagaan dan human resources nya baik), yang melibatkan
seluruh stakeholder, sehingga akan meningkatkan keberdayaan masyarakat
dalam menentukan kebijakan publik, khususnya terkait dengan keakuratan
informasi spasial (peta) yang disusun.

Peningkatan pelaksanaan pemetaan partisipatif pada gilirannya akan
ikut meningkatkan kinerja penataan ruang di suatu daerah, sehingga akan
terjadi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dan pengendalian pemanfaa-
tan ruang. Melalui Pemetaan Partisipatif akan meningkatkan kepedulian
masyarakat terhadap muatan yang ada dalam peta.

Pemetaan partisipatif dapat mendorong terwujudnya Efisiensi dan
efektifitas pengadaan peta karena transaction cost yang terjadi akibat dup-
likasi pengadaan peta dan ketidak jelasan kewenangan institusi yang men-
gelola peta, dapat dikurangi. Pemetaan Partisipatif perlu terus ditingkatkan,
khususnya dalam rangka mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah Kabu-
paten dan Propinsi.

Kebijakan dan Strategi Pemetaan Partisipatif Dalam Penataan Ruang,
mencakup:

e Meningkatkan kemampuan sumber daya pendukung pemetaan yang
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meliputi sumber daya manusia, perangkat keras, piranti lunak, dan
sistem kelembagaan, sehingga proses partisipatif dapat dilaksanakan.

o Melibatkan stakeholder professional dalam pemetaan partisipatif. Spa-
sialisasi kawasan dalam bentuk peta akan memudahkan stakeholder
dalam berpartisipasi, emudahkan proses pemetaan partisipatif dilak-
sanakan oleh semua stakeholders.

e Pemetaan partisipatif diarahkan agar proses pemetaan dapat dilaku-
kan oleh masyarakat di daerah masing-masing, agar informasi spasial
yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat
dijaga keberlangsungannya.

e Mendukung proses perencanaan pembangunan dan perencanaan keru-
angan melalui peningkatan pelibatan “masyarakat lokal” dalam peny-
usunan informasi spasial, dengan demikian karakteristik lokal dapat
dijabarkan kedalam informasi spasial.

2. Tujuan Metode
Tujuan dari kegiatan pada tingkat masyarakat (community level) adalah
sebagai berikut :
e Mengidentifikasi batas-batas desa dan mengambil koordinat lokasi
penting melalui survey lapangan/transect walk;
¢ Melakukan deliniasi wilayah study (Gampong) pada peta hasil survey;
e Membuat peta desa secara partisipatif (Participatory Mapping);
e Melakukan analisa potensi dan permasalahan serta kapasitas desa
dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang kesinambungan;
o Melakukan perencanaan sederhana berdasarkan harapan masyarakat

3. Keterlibatan Para Pihak (Stakeholder)
a) Masyarakat Setempat

Masyarakat adalah komponen terpenting dari rangkaian kegiatan
partisipatif, sehingga keterlibatan masyarakat dalam segi kuantitas dan
keterwakilan merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam kegiatan
yang bersifat partisipatif. Namun demikian untuk melakukan kegiatan yang
terkerangka pada segi waktu dan materi kegiatan pula perlu dilakukan
pertimbangkan.

Secara umum pihak-pihak yang seharusnya terlibatkan dalam kegiatan
ini meliputi Kepala desa (geuchik), petugas pemerintahan desa (tuha peut),
lembaga perwakilan desa, unsur wanita, unsur pemuda, tokoh masyarakat,
tokoh agama, kalangan swasta/pengusaha, kelompok profesi dan kelompok
tani serta kelompok-kelompok lain sebagai representasi segala kepentingan
masyarakat desa (gampong).

Pada kegiatan transect walk melibatkan unsur-unsur masyarakat yang
berkaitan erat dengan pengenalan area dan batas desa serta pengenalan
mengenai sejarah desa serta kesepakatan-kesepakatan mengenai desa, serta
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unsur desa yang mengetahui aspek legal mengenai desa seperti kepala desa
atau aparat pemerintah desa (tuha peut).

Pada kegiatan pengumpulan data sosial dan ekonomi unsur
masyarakat diharapkan berperan dalam memberikan informasi yang jelas
dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yang merupakan indikitaor
sosial ekonomi masyarakat, semua kelompok masyarakat akan mendapat
peran yang sama dalam kegiatan ini. Keberhasilan dari kegiatan ini akan
terlihat dari keterwakilan semua unsur dalam mengikuti kegiatan, sehingga
informasi dan data yang diperoleh akan dapat menggambarkan keadaan
desa yang sebenarnya.

Diskusi dalam rangka pemetaan desa secara partsipatif dan
pembuatan rencana pembangunan desa merupakan kegiatan akhir yang
akan membungkus kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan. Seluruh
komponen masyarakat diharapkan terlibat secara aktif dalam kegiatan.
Proses diskusi dan berkolaborasinya semua pemikiran masyarakat adalah
wujud dari perbedaan persepsi dari masyarakat yang tergantung dari latar
belakang dan kepentingan masing-masing.

b) Peserta (Pemangku kepentingan dan Unsur Pemerintah)

Secara umum dapat diakui bahwa peserta disini merupakan bagian
dari Policy Maker. Peserta terdiri dari unsur SKPD yang berada dilingkungan
Pemerintah Daerah terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda), Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Alam, Dinas Kebersihan
dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perikanan
dan Kelautan, Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Peserta telah dibekali dengan kemampuan-kemampuan dasar
Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui kegiatan training-training yang
telah dilakukan, penggunaan GPS, analisa keruangan dan dasar-dasar
perencanaan keruangan dan pembangunan. Harapan kegiatan ini adalah
peserta dari unsur pemerintah dapat melakukan proses belajar, menyerap
dan mengakomodir persepsi, keinginan, usulan dan rencana masyarakat
untuk dapat disinkronkan dengan kepentingan pada tingkat kabupaten
sehingga didapatkan sinergi pembangunan. Hal ini dianggap penting karena
seringkali terdapat perbedaan persepsi antara kepentingan masyarakat desa
dengan kepentingan pada tingkat kabupaten. Pada proses ini akan terjadi
interaksi dan saling menyelami kepentingan masyarakat dan peserta dari
unsur pemerintah kabupaten.

3. Kegiatan
Kegiatan yang merupakan pendekatan proses perencanaan
partisipatif dilaksanakan meliputi transect walk, household survey, dan FGD
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untuk melakukan participatory mapping dan SWOT analysis. Rangkaian
kegiatan ini dimaksudkan memberikan bekal kepada parapihak untuk
mengenal pendekatan partisipatif yang dapat digunakan dalam pada proses
perencanaan desa agar lebih berkualitas memenuhi harapan.

a) Transect Walk

Transect Walk dilaksanakan secara bersama-sama antara masyarakat

dengan peserta langsung dilapangan untuk :

mengetahui/mengenali batas-batas desa;

inventarisasi lokasi dan luasan masing-masing tutupan/penggunaan
lahan yang ada di wilayah desa

inventarisasi kondisi dan kuantitas infrastruktur yang ada dimasing-
masing desa

. Bahan dan materi yang dibutuhkan :
Image Desa
Peta Penggunaan lahan desa
GPS Receiver
Alat tulis
Form Pengisian Data GPS-Survey
Form Panduan Survey Transek

. Kegiatan yang dilakukan ;
Persiapan perlengkapan yang diperlukan
Pembagian tugas
Secara bersama-sama dengan perwakilan masyarakat peserta melakukan
pengambilan titik-titik batas desa
Sebagian peserta melakukan ground truthing terhadap tutupan lahan
yang berada didesa
Sebagain peserta melakukan inventarisasi infrastruktur, fasilitas umum
dan sosial yang berada di desa.

. Hasil kegiatan :
Peta Batas Desa
Peta landuse yang sudah di koreksi melalui field check
Peta fasilitas (umum dan sosial) desa
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1 i ]
Gambar 5.31 Kegiatan transek

b) Survey rumah tangga

Survey rumah tangga dilakukan melalui proses wawancara masyarakat
pada suatu desa. Responden dipilih mewakili seluruh masyarakat dalam
suatu desa. Hal-hal yang digali dari responden menyangkut sumber-
sumber pendapatan, pembelanjaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi
pengambilan keputusan penggunaan lahan, alokasi tenaga/waktu dan modal
yang ada di desa. Untuk mendapatkan data yang sistematis digunakan daftar
pertanyaan atau quesioner.

Kegiatan survey ini dilakukan dengan pembagian terhadap seluruh
peserta, sehingga pada waktu yang disediakan seluruh responden/
rumah tangga akan dapat diwawancara secara mendalam. Pewawancara
akan mendatangi rumah/kediaman setiap responden jika dimungkinkan
wawancara dilakukan terhadap kepala keluarga.

b.1. Bahan dan materi yang dibutuhkan :

- Data Sekunder rumah tangga

- Daftar pertanyaan/questionare

- Alattulis

- Alat perekam

- Kamera Digital

- Kalkulator

- Surat pengantar kegiatan dan identitas pribadi atau kartu pengenal

b.2. Kegiatan yang dilakukan ;

- Mengumpulkan data sekunder

- Membuat sketsa permukiman

- Identifikasi calon responden, disebabkan karena beberapa keterbatasan,
maka tidak semua penduduk akan diwawancara, namun akan dipilih
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unit rumah tangga yang dianggap mewakili dan menghindari adanya
bias.

- Penentuan alternatif calon responden, diperkirakan tidak semua
responden akan dapat ditemui pada saat wawancara dilakukan sehingga
akan dirasakan membantu apabila dibuat kandidat/alternatif responden
pada masing-masing strata.

- Ujicoba wawancara, ujicoba ini dapat dilakukan apabila belum pernah
dilakukan wawancara dengan menggunakan quesioner dimaksud atau
terdapat kondisi yang sangat berbeda dari penggunaan quesioner-
quesioner sebelumnya.

- Penyempurnaan terhadap kemungkinan adanya kekurangsempurnaan
pada quesioner

- Melakukan proses wawancara, perlu diperhatikan beberapa hal agar
wawancara berjalan dengan baik dan mendapatkan informasi yang tepat
seperti :

- Bersikap sopan terhadap semua anggota rumah tangga

- Menghindari tingkah laku yang membuat orang lain kesal

- Berpakaian rapi

- Tepat waktu dan tidak membuat responden mengunggu terlalu
lama

- Bersikap sabar dan bijak dalam wawancara

- Melakukan klarifikasi secara baik jika terdapat jawaban yang kurang
jelas

- Memberikan kesempatan kepada responden untuk senyaman
mungkin dalam melakukan wawancara

- Melontarkan pertanyaan sesuai yang terdapat dalam quesioner

- Memeriksa hasil wawancara, meliputi kelengkapan isian dan memeriksa
kemudahan isian untuk dapat dibaca dan diterjemahkan.

b.3. Hasil kegiatan :

- Profil sosial dan ekonomi desa

- Data isian quesioner yang dapat digunakan sebagai bahan analisa
lanjutan

c) Participatory Mapping

Participatory Mapping atau dikenal dengan pemetaan partisipatif
merupakan salah satu metode untuk mendorong masyarakat mengenal
wilayahnya dari sisi keruangan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh lapisan
masyarakat dimulai dari menentukan batas desa, batas penggunaan
lahan, mengenali daerah-daerah dengan ciri biofisik tertentu (lahan subur,
keanekaragaman hayati tinggi, mata air, dsb.), menentukan letak fasilitas
umum, sosial, dan peribadatan yang ada, serta menentukan pola penggunaan
ruang yang ada didesa.
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Tahap ini sangat menarik karena pengetahuan masing-masing
anggota masyarakat sangatlah berbeda sehingga akan muncul diskusi dan
adu pendapat mengenai pola penggunaan ruang yang ada didesa. Beda
pendapat inilah yang kemudian menumbuhkan wacana diskusi dan sharing
pengetahuan sehingga akan menumbuhkan pemahaman yang sama, yang
pada akhirnya akan akan bermanfaat pada proses perencanaan selanjutnya.
Heterogenitas dari peserta sangatlah penting untuk menampung perspektif
yang berbeda. Ketrampilan fasilitator untuk mendorong terjadinya diskusi
yang hidup merupakan kunci kesuksesan dari proses ini.

Teknis kegiatan sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat untuk
memimpin dan mengelola kegiatan dibantu dengan kertas sebagai wahana
untuk menuangkan peta beserta alat tulis, kegiatan ini dapat dibantu
atau dilengkapi dengan data hasil transect walk. Secara sederhana kiranya
pemetaan partispatif ini akan menggambarkan peta lahan desa yang memuat
unsur-unsur yang terdapat pada lahan yang ditempati dan digarapnya di atas
media kerta agar secara transparan dapat diketahui/dikenali oleh masyarakat
secara luas tentang kondisi dan situasi aktual. Informasi yang dituangkan
dalam peta terdiri dari :

c.1. Bahan dan materi yang dibutuhkan :
- Kertas Plano

- Alattulis

- Lakban

- Citra satelit/foto udara

- Foto-foto lapangan

c.2. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
- Prakegiatan:
- Menyiapkan peta dasar dilakukan oleh peserta (stakeholders
pemetaan)
- Mengumpulkan semua informasi tentang desa; jalan, sungai
- Menambahkan informasi utama mengenai kondisi desa
- Salin pada kertas yang besar (Al atau A0) untuk pertemuan
masyarakat.
- Kegiatan pemetaan partisipatif
- Memberikan pengantar dan penyamaan persepsi mengenai kegiatan
pemetaan partisipatif
- Pengenalan Peta dan penjelasan mengenai kondisi peta dasar yang telah
dibuat
- Diskusi mengenai peta desa menurut persepsi masyarakat
- Kesepakatan akhir terhadap isi peta partisipatif desa yang telah dibuat.

c.3. Hasil kegiatan
- Peta desa partisipatif yang memuat ; batas desa, penggunaan lahan,
infrastruktur, fasilitas umum dan sosial
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Tabel 5.8. Beberapa komponen yang dapat dimasukan sebagai informasi
dalam pemetaan partisipatif

No Unsur Komponen
1 Batas Administrasi
Penggunaan Lahan Pekarangan
Kebun
Sawabh Irigasi
Sawah Tadah
Hujan
2 Bio-Fisik Hutan
Mata Air
Sungai
Perbukitan
3 Infrastruktur Jalan Jalan Aspal
Jalan batu
Jalan Tanah
Jalan Setapak
Komunikasi dan Tiang Telepon
Telekomunikasi Jaringan telepon
Listrik Tiang Listrik
Jaringan Listrik
4 Fasilitas Pemerintah Kantor Pemerintah
UPT
Fasilitas Sosial, Puskesmas
Kesehatan Apotik
Rumah Singga
Fasilitas Pendidikan TK
SD
SMP
SMA
Dayah
Ekonomi Pasar
Agama Masjid
Mushola
5 Bangunan Gedung Pertemuan
Rumah
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Gambar 5.32. Kegiatan pemetaan partisipatif di Kabupaten Aceh Barat

d) Analisa SWOT

Pada tahap ini para pihak melakukan Focus Grup Discussion (FGD)
dan dikenalkan dengan salah satu cara melakukan analisa untuk mengenali
wilayah melalui analisa SWOT. Analisa ini dapat digunakan untuk membantu
menganalisa kondisi masyarakat secara dinamis. Pada tahapan ini masyarakat
diajak untuk menganalisa kondisi yang terjadi di wilayahnya serta harapan-
harapannya untuk masa yang akan datang. Pada setiap tahapan akan
dilakukan secara cermat sehingga menghasilkan yang valid.

Peserta diharapkan memberikan masukan-masukan mengenai potensi
dan faktor-faktor pembatas yang mungkin dijumpai di desa, kegiatan ini
juga diharapkan dapat mengeksplorasi keinginan masyarakat mengenai
rencana penggunaan lahan yang mendukung penghidupan masyarakat.
Proses ini juga dapat dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas
perencanaan desa.

Analisa SWOT (singkatan bahasa Inggis dari strength, weakness,
opportunities, and threats) merupakan metode perencanaan strategis yang
digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
Penyesuaian metode ini untuk keperluan perencanaan desa dapat dimaknai
bahwa analisa ini akan melihat sisi faktor internal desa meliputi kekuatan dan
kelemahan, serta sisi faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman
terhadap perencanaan dan pembangunan desa, sebagaimana terlihat pada
skema berikut:

Kekuatan(Srengths)mengandungpengertianadakahfaktor-faktorpositif
yang dimiliki oleh desa dilihat dari biofisik, sosial, ekonomi, infrastruktur
maupun hal-hal lain yang dapat dikembangkan, serta sejauhmana kekuatan
itu ada. Seringkali faktor kekuatan dan potensi desa tidak disadari sendiri
oleh masyarakat. Harapan dari pengenalan Kekuatan ini adalah bagaimana
kekuatan ini dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan secara bersama-
sama dalam masyarakat.
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Gambar 5.33. Skema Analisis SWOT

Catatan :
Strategi SO : menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
Strategi ST : menggunakan kekuatan untuk menghindari ataupun mengatasi ancaman
Strategi WO : Pemanfaatan peluang untuk untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang
dimiliki
Strategi WT didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan ditunjukan untuk
meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Weakness adalah faktor internal yang merupakan faktor penghambat
(negatif) dari adanya rencana pembangunan, kelemahan ini dapat bersifat
tetap dan variabel. Banyak sekali hal-hal yang dapat dikatakan sebagai
kelemahan yang sifatnya jamak akan tetapi melihat secara lebih jeli untuk
menemukan kelemahan yang sebenarnya, adalah sebuah langkah awal untuk
dapat membuat strategi yang baik. Tujuan pengenalan Faktor Kelemahan
ini adalah dengan segera untuk melakukan pembenahan atas kelemahan
tersebut seminimal mungkin akan mengurangi dampak yang ditimbulkan,
lebih baik lagi apabila mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan.

Opportunities atau kesempatan merupakan faktor eksternal yang sangat
mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan akan dapat diraih. Kesempatan
disini merupakan faktor eksternal sehingga keberadaanya tergantung pada
faktor luar seperti kondisi pada tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi,
nasional bahkan internasional. Keberhasilan pembangunan desa juga
dipengaruhi juka desa mampu memaknai kondisi eksternal sebagai sebuah
kesempatan, selanjutnya kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya
untuk mendukung arah pembangunan yang akan dicapai.

Tidak semua kondisi eksternal dapat dipandang sebagai sebuah
kesempatan, seringkali faktor eksternal merupakan faktor yang bersifat
kontraproduktif dengan tujuan pembangunan desa, keadaan yang demikian
disebut sebagai threats atau ancaman. Kemampuan analisis untuk mengenali
ancaman-ancaman diperlukan untuk membuat langkah antisipasi atas
adanya situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Langkah akhir dari
analisis SWOT ini akan melengkapi seluruh analisis yang dilihat dari faktor
internal dan eksternal serta faktor positif dan negatifnya.

Bab 5 Inklusif; Upaya Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perencanaan Wilayah I 203



d.l

d.z2.

Bahan dan materi yang dibutuhkan :
Kertas Plano
Lakban
Alat tulis
Projector

Proses yang dilakukan :

Penjelasan dari fasilitator/peserta mengenai analisa SWOT

Diskusi pemahaman dan memancing respon dari peserta mengenai
analisa SWOT

Penggunaan dan inventarisasi elemen penyusun analisa meliputi
kekuatan (S), kelemahan (W), kesempatan (O) dan ancaman (T).
Menyusun strategi pengembangan

Menyusun usulan rencana pembangunan berdasarkan strategi

. Hasil kegiatan :

Analisa SWOT masing-masing desa
Usulan strategi dan rencanan pembangunan desa berdasarkan harapan
masyarakat
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BAB 6

\ Implementasi Metode Pembelajaran
- Perencanaan Wilayah

Bab ini membahas :

e Studi kasus; metode perencanaan bentang lahan secara integratif,
inklusif, dan informed.
e Lesson learned proses belajar di Kabupaten Aceh Barat

6.1 Studi Kasus; Metode Perencanaan Bentang Lahan
Secara Integratif, Inklusif, dan Informed.

1. Konsep Kegiatan
Aluryanghendakdikembangkandalamkegiataniniadalahperencanaan
bersusun (nested) dan berulang (iteratif) dengan memegang prinsip integratif,
inklusif dan berbasiskan informasi. Pada skala yang lebih luas kegiatan ini
dimaksudkan untuk melihat keseimbangan pemahaman antara pemangku
dan pembuat kebijakan (Policy Maker Ecological Knowledge-PEK), masyarakat
lokal (Local Ecological Knowledge-LEK) dan pemikiran ilmiah (Modeller
Ecological Knowledge-MEK), serta memfasilitasi komunikasi dan negosiasi
para pihak. Pemahaman PEK berhubungan dengan prinsip integratif yaitu
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menyelaraskan dan mencari sinergi antar kebijakan, sehingga menjadi
kebijakan yang efektif dan efisien. Pemahaman LEK menggunakan prinsip
inklusifitas, sedangkan MEK mengetengahkan pentingnya perencanaan
berbasiskan data dan informasi.

Pada tahapan ini stakeholder yang berasal dari unsur pembuat kebijakan
atau local government akan diajak bersama-sama berfikir dan bekerja
analitis-scientific dalam menelaah produk perencanaan pembangunan,
mengumpulkan dan memproduksi data wilayah, serta membuat pilihan
rencana pembangunan terintegrasi. Masyarakat akan diajak bersama untuk
melakukan diskusi mengenai pilihan dan strategi pembangunan dan
mencernanya dari sudut pandang mereka berdasarkan aspirasi, kebutuhan,
keinginan dan kendala yang dihadapi. Pada tahap akhir dilakukan proses
negosiasi para pihak sehingga policy yang dihasilkan merupakan sebuah
rencanayang diolah secara iteratif berdasarkan masukan para pihak. Tahapan
paling akhir dari kegiatan ini adalah mengembalikan semua hasil proses
perencanaan kepada formulasi kebijakan daerah dan kebijakan operasional
pada masing-masing dinas untuk kepentingan implementasi.

. Tujuan Kegiatan

e Mempelajari sejauh mana produk perencanaan pada tingkat kabupaten
dibuat dan diimplementasikan dalam kaitannya dengan perencanaan
dan kebijakan tingkat nasional dan propinsi, pembangunan dan tata
ruang, jangka panjang, menengah, dan pendek (PEK-integratif).

* Mempelajari, menghimpun, dan menganalisis data dan informasi biofisik,
lingkungan, sosial ekonomi dan infrastruktur wilayah kabupaten Aceh
Barat (MEK-berbasiskan data dan informasi).

e Memberikan berbagai alternatif yang dapat digunakan dalam
perencanaan di daerah berbasiskan data, informasi dan prinsip-prinsip
keilmuan (MEK-berbasiskan data dan informasi).

e Mengajak masyarakat untuk mengemukakan aspirasinya dalam
perencanaan dan menegosiasikan kebutuhan dan keinginannya (LEK-
inklusifitas).

* Mengenalkan framework perencanaan bentang lahan yang menggunakan
prinsip integratif, inklusif dan berbasiskan informasi.

¢ Mensintesa pelajaran yang diperoleh mengenai implementasi dari konsep
perencanaan yang integratif, inklusif dan berbasiskan informasi yang
diaplikasikan di Aceh Barat sehingga dapat diadopsi dan direplikasi di
berbagai wilayah pedesaan di Indonesia.
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Gambar.6. 1. Skema Kegiatan
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3. Tahapan Kegiatan
a) Studi Dokumen Perencanaan Daerah

e Studi Dokumen Perencanaan Daerah
Beberapa pengertian

Perencanaan Pembangunan mengacu kepada Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional sesuai UU No. 25 Tahun 2004, diantaranya mengatur
kegiatan perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
yang berjangka waktu 20 tahun, Rencana pembangunan Jangka Menengah
(PIMD) yang berjangka waktu 5 tahun dan dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) yang bersifat tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) merupakan satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk
mengarahkan pembangunanan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun kedepan. Bagi daerah RPJP dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan; kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa
yang hendak dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan, bagaimana upaya
mencapainya, dan langkah strategis apa yang diperlukan untuk mencapai
tujuan tersebut. Prinsip-prinsip pembuatan RPJPD mencakup: teknokratis
(strategis), demokratis dan partisipatif, politis, bottorn up, dan top down.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan
pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, memuat
penjabaran dari visi, misi, dan program yang penyusunannya berpedoman
pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,
dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Metode yang digunakan

Kegiatan ini dimulai dengan menelaah dan mempelajari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Maksud kegiatan ini adalah melihat sejauhmana konsistensi perencanaan
jangka panjang, jangka menengah daerah dan tahunan, dengan titik berat
pada dokumen RPJMD.

Struktur rencana akan dipisahkan menurut sektor dan alokasi ruang
sampai dengan tingkat yang paling rendah (kecamatan/desa), sehingga akan
dapat dilihat distribusi rencana pembangunan daerah selama periode waktu
perencanaan. Substansi dari kegiatan ini adalah menterjemahkan isi RPIMD
dan melakukan klasifikasi berdasarkan sektor. Karena luasnya sektor yang
ada maka dibatasi pada kegiatan yang berhubungan dengan yang landscape/
bentang lahan dan livelihood/mata pencaharian.
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Proses
0 Menelaah RPJMD; pada tahap ini setiap peserta diharapkan membuat
daftar program yang mengacu kepada RPJMD
0 Membuat butir-butir aktivitas perencanaan
0 Membuat kriteria keberhasilan (target capaian) dimana kriteria
haruslah terukur (dapat dilakukan hanya sebagian dari butir
perencanaan)

Output

Aktivitas ini akan melatih peserta untuk mampu mengidentifikasi
program-program pembangunan yang tidak berbasis keruangan pada tingkat
kabupaten dan menganalisa konsistensi antara perencanaan pembangunan
nasional, propinsi, serta keterkaitan antara perencanaan jangka panjang,
menengah dan tahunan. Selain itu kegiatan diharapkan untuk menghasilkan
bahasan terhadap rencana daerah yang ada saat ini beserta usulan-usulan
untuk menyempurnakan proses perencanaan maupun implementasinya.

e Perencanaan Tata Ruang Wilayah
Beberapa pengertian

Kegiatan Penataan Ruang diatur oleh UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang merupakan penyempurnaan UU No. 24 tahun
1992 dalam upaya untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,
produktif, berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan
nasional. Undang-undang tersebut telah memberikan aturan yang jelas
mengenai bagaimana mengalokasikan ruang, pemanfaatan ruang, serta
pengendaliannya.

Metode yang digunakan

Studi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dilakukan
untuk melihat kondisi wilayah dari sisi potensi dan kendala, meliputi
faktor-faktor biofisik, sosial ekonomi, dan infrastruktur wilayah. Faktor-
faktor tersebut merupakan merupakan faktor yang membentuk karakteristik
wilayah.

Analisa biofisik dilakukan untuk melihat faktor tanah, iklim,
topografi, geomorfologi, hidrologi, tutupan lahan serta unsur-unsur biologi
yang ada didalamnya seperti flora dan fauna. Analisa ini juga mendasarkan
evaluasi kesesuaian lahan, analisa tersebut telah menunjukkan adanya
pembagian ruang yang memperlihatkan kesesuian lahan dari segi pertanian
dan kehutanan, beserta rekomendasi penggunaan lahannya. Analisa ini
dapat dibantu dengan menggunakan peta, sehingga diperlukan proses
pengumpulan data dan menciptakan data baru yang mungkin belum ada.

Analisa sosial ekonomi akan dilakukan untuk melihat faktor
kependudukan (jumlah, komposisi dan distribusi penduduk), status sosial,
mata pencaharian serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan
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penggunaan lahan. Analisa ini dilakukan terhadap data sekunder dari dinas/
instansi yang berwenang dan selanjutnya diolah dengan informasi spasial
yang lain.

Analisa infrastruktur wilayah untuk melihat jumlah kualitas dan
persebaran infrastuktur meliputi fasilitas peribadatan, sosial dan fasilitas
umum, termasuk jaringan jalan dan pengairan. Analisaini dapat menunjukkan
daerah-daerah mana yang memiliki surplus fasilitas pelayanan dan defisit
fasilitas pelayanan. Seperti halnya data yang lain banyak ditemui fasilitas
dan infrastruktur sebagaian terdapat pada format tabel, untuk keperluan
analisa perlu dibuat dalam format spasial.

Proses

Proses ini menggunakan metode analisa spasial untuk:

0 Mendapatkan informasi mengenai wilayah studi dan wilayah
perencanaan

0 Mendapatkan informasi mengenai jenis alokasi ruang mengacu
kepada dokumen RTRW

0 Menginventarisasi penggunaan lahan sesuai dengan tanggung jawab
pada sektor yang berhubungan

0 Mengevaluasi RTRW Kabupaten Aceh Barat saat ini berdasarkan
data dan informasi terbaik dan terbaru yang dimiliki

Output
0 Pedoman untuk mengevaluasi RTRW berdasarkan keadaan aktual,
potensial dan kendala dalam hal sumber daya alam, lingkungan,
sosial ekonomi dan infrastruktur maupun faktor pendukung lain
0 Mengusulkan perbaikan RTRW yang ada apabila diperlukan

b) Implementasi Dokumen Perencanaan Daerah

¢ Implementasi Perencanaan Pembangunan
Beberapa pengertian

Diperlukan adanya sebuah jembatan untuk menterjemahkan
perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke
dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan suatu dokumen resmi daerah yang
dipersyaratkan unruk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun kedepan. Pentingnya dokumen ini sehingga perlu
diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review atas implementasinya.

RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan
dengan rencana strategi, mengoperasionalkan rencana strategis kedalam
langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan
tercapainya rencana strategis jangka menengah.
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Metode yang digunakan

Kajian untuk melihat turunan atau implementasi dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dijabarkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan penentuan program pembangunan daerah.
Hal-hal yang akan dilihat adalah mengenai apakah terdapat konsistensi
antara dokumen perencanaan tersebut dengan penentuan program-program
pembangunan pada tahun-tahun yang sedang berjalan dan berikutnya.

Proses

0 Mengumpulkan informasi dan mendapatkan dokumen RKPD

o0 Membuat simulasi jangka waktu Penganggaran Daerah pada rentang
waktu RPJMD tersebut

0 Membuat klasifikasi penganggaran yang berbasis keruangan dan
tidak berbasis keruangan

0 Mengukur pencapaian (kuantitas atau nilai) pada periode
penganggaran terhadap RPJIMD

Output

Dengan mengetahui materiyangterdapatdalam RPJIMD dan RKPD maka
akan dapat dilihat konsistensi dari berbagai perencanaan pembangunan, hal
ini dapat digunakan untuk melihat program-program yang belum dan sudah
selesai dilaksanakan. Dokumentasi antara RPJIMD dan RKPD merupakan hal
penting bagi semua dinas, namun hal ini sering dikesampingkan, dan tidak
jarang cenderung untuk digunakan oleh pihak tertentu saja.

e Implementasi/pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah
Beberapa pengertian

Rencana Tata Ruang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan
dan pemantauan tata ruang. Mengacu Undang-ndang (UU) No. 25 Tahun
2004 terdapat pada pasal 26 ayat 1 point f menyebutkan bahwa ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan
umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif, serta arahan
sanksi.

Selanjutnya pada pasal 26 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana tata
ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi
pembangunan dan administrasi pertanahan. Dengan dasar itulah sehingga
semua bentuk rencana pemanfaatan lahan mengacu kepada rencana yang
ada.

Metode Yang Digunakan

Inventarisasi kegiatan perencanaan dari berbagai sumber pendanaan
baik dari swasta, pemerintah propinsi maupun pusat (nasional) serta
perijinan-perijinan atas pemanfaatan lahan untuk berbagai penggunaan
lahan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan ini diharapkan
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akan mempermudah dalam proses inventarisasi implementasi penggunaan
ruang oleh masing-masing sektor.

Proses

0 Inventarisasi lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberian ijin
pada tingkat pemerintah daerah dan nasional

0 Menghitung alokasi ruang atas ijin termasuk kuantitas dan
persebarannya

0 Mengamati secara spasial hubungan antara tata ruang dengan alokasi
ruang yang diberikan oleh masing-masing dinas/instansi

c) Pilihan rencana pembangunan daerah; integratif dan berbasiskan
informasi
Beberapa pengertian

Beberapa produk perencanaan mungkin akan cocok dengan potensi
wilayah namun demikian tidak jarang perencanaan kegiatan yang sama
sekali tidak memperhatikan potensi wilayah. Pembandingan (Matching)
antara potensi dan kendala yang ada dengan obyektif perencanaan sangat
penting dilakukan.

Pada proses inilah dapat dievaluasi sejauhmana harapan-harapan
dapat dicapai berdasarkan kondisi yang ada. Pemikiran-pemikiran yang
komprehensif dan ilmiah dibutuhkan untuk melihat apakah rencana-rencana
yang ada dapat dikatakan sesuai, tidak sesuai, atau sesuai dengan catatan
tertentu.

Salah satu hal yang mungkin dapat dibuat pada tahap ini adalah
mengukur seberapa besar produk perencanaan daerah itu benar-benar
melihat potensi wilayah yang ada, hal ini sangat ditentukan dari kualitas
data wilayah yang ada, sehingga benar-benar dapat dijadikan sebagai bahan
acuan.

Metode Yang Digunakan

Perencanaan yang bersifat integratif/terpadu adalah perencanaan
yang menyelaraskan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan
keruangan sehingga baik kendala maupun potensi dari masing-masing
aspek bisa ditangani dan dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga
tujuan perencanaan bisa tercapai. Berikut ini beberapa catatan mengenai
perbandingan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan
yang menggambarkan integrasi antara keduanya.

Proses

0 Membangun informasi dan skenario hasil kegiatan tahap 1 dan 2
berdasarkan masing-masing sektor, a.l. usulan perbaikan RTRW yang
ada;

0 Memilih beberapa program pada masing-masing rencana sektor
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pembangunan dan dipadukan dengan RTRW sehingga tercapai
keselarasan antara pembangunan dengan tata ruang baik dalam hal
potensi, kendala maupun faktor pendukung baik secara biofisik, sosial
ekonomi, budaya maupun peraturan yang ada;

0 Menyusun beberapa skenario berdasarkan pilihan-pilihan tersebut dan
menyajikan hasil analisa dalam bentuk suitable area for planning unit.

Tabel 6.1. Perbandingan perencanaan pembangunan dan perencanaan

keruangan

Pola Perbandingan | Perencanaan Pembangunan Perencanaan Keterangan
Keruangan
Tingkatan Nasional, Propinsi, Nasional, Pulau, | Dalam SPK terdapat
Rencana Kabupaten Propinsi dan produk pada skala
kabupaten kota. propinsi
Jangka Waktu Jangk panjang (20 tahun), 20 tahun
jangka menengah (5 tahun)
dan jangka pendek (1
tahun).
Waktu Beberapa program Antar daerah Hal ini menyulitkan
Penyusunan tergantung proses politik berbeda-beda, sinkronisasi
yang ada (RPJM, RKPD) sesuai agenda
daerah.
Legalisasi Undang-undang dan Undang-Undang,
Perpres Perpres, Perda
Materi Arahan pembangunan, Arahan Terdapat beberapa
Pembahasan visi-misi, sasaran,arahan kebijakan ruang | pembahasan yang
kebijakan, program (pembagian semestinya dapat
kawasan), disinkronkan antara
arahan kebijakan | arahan kebijakan
sektoral pada perencanaan
pembangunan
dan perencanaan
keruangan.
Output

Terdapat dua hal yang dapat dihasilkan dari kegiatan ini, diantaranya
pilihan perencanaan pembangunan pada lokasi terpilih pada beberapa sektor
yang telah dipilih sebelumnya berdasarkan kriteria yang telah dibangun. Hal
kedua yang dapat diperoleh adalah mengenai kecocokan alokasi ruang yang
ada berdasarkan RTRW, namun demikian sebenarnya kecocokan berdasarkan
RTRW inipun dapat dijadikan satu dengan kriteria yang telah dibangun.
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d) Menyerap Persepsi Masyarakat Lokal - Inklusifitas (LEK; Local
Ecological Knowledge)

Pada tahapan ini dilaksanakan kegiatan berupa penggunaan salah satu
metode perencanaan daribawah (bottom up planning) dengan mengintegrasikan
livelihood survey, transect walk dan participatory mapping. Masyarakat dan
stakeholders akan bersama-sama melakukan penaksiran mengenai kondisi
biofisik, sosial ekonomi, dan infrastruktur yang ada dalam suatu bentang
lahan dalam hal ini diwakili oleh desa.

e) Proses Negosiasi
Beberapa Pengertian

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai alternatif
perencanaan kegiatan berbasis keruangan (spatial explicit). Selain alternatif
juga diuraikan mengenai berbagai kendala ataupun impact yang mungkin
terjadi apabila hasil perencanaan tersebut diimplementasikan.

Pada tahap ini dapat ditentukan skenario perencanaan untuk beberapa
penggunaan lahan berdasarkan sinergi antara produk perencanaan daerah
dari para pihak dan hasil analisa potensi wilayah menggunakan prinsip-
prinsip keseimbangan ekologi dan ekonomi dalam hal ini matapencaharian
penduduk. Prinsip-prinsip menggunakan pemahaman masyarakat (LEK),
pemerintah (PEK) dan perencana/modeler (MEK) diupayakan mencapai titik
temu sehingga dapat dibuat alternatif yang bersifat inklusif.

Kegiatan yang dilakukan

0 Mengkaji dampak dari skenario-skenario penggunaan lahan dan
pembangunan yang dihasilkan oleh para pihak dari tahap sebelumnya,
yang mungkin banyak bertentangan karena perbedaan kepentingan.

0 Mendiskusikan dan mencocokan skenario perencanaan dengan
kebutuhan masyarakat lokal.

0 Menarik kesimpulan dari berbagai alternatif untuk mendapatkan
perencanan yang paling ideal bagi semua pihak.

Output

Rekomendasi perencanaan keruangan pada wilayah desa (rural)
dengan memperhatikan dan menggunakan studi dan analisis wilayah (MEK)
dengan memperhatikan dan mengadopsi kebutuhan masyarakat terhadap
wilayahnya (LEK).

f) Menyiapkan Rekomendasi dan Memberikan Feedbeck
Beberapa Pengertian

Tahapan ini adalah tahapan paling akhir dari rangkaian proses
integrated planning. Proses diskusi dan sosialisasi terhadap pihak-pihak yang
berkompeten terhadap kegiatan perencanaan guna mendapatkan respon atas
hasil-hasil studi yang dilaksanakan.
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Pada sisi lain rekomendasi dari kegiatan ini diharapkan menjadi
masukan bagi aparat dibidang perencanaan dan masyarakat sebagai subyek
pembangunan untuk mengetahui secara detil mengenai hasil-hasil studi,
proses inilah yang kita namakan umpan balik.

Kegiatan yang dilakukan

0 Menyiapkan hasil-hasil studi menjadi sebuah dokumen rekomendasi

0 Melakukan proses-proses diskusi mengenai hasil kegiatan dengan
komponen PEK

0 Melakukan diseminasi mengenai hasil penelitian terhadap masyarakat

Output

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah berupa rekomendasi
mengenai hasil kajian yang akan disampaikan kepada pemerintah dan
disosialisasikan juga kepada masyarakat. Proses ini menitikberatkan kepada
upaya agar hasil-hasil kegiatan yang sebelumnya dapat menjadi salah satu
rujukan dan masukan pada kegiatan yang berkenaan perencanaan wilayah
di tingkat Kabupaten.

6.2 Lesson Learned Proses Belajar di Kabupaten Aceh
Barat

Serangkaian kegiatan telah dilakukan di Kabupaten Aceh Barat,
Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka proses belajar menggunakan
berbagai analisis yang sekiranya mendukung perencanaan wilayah. Berbagai
pihak dari lingkungan pemerintah daerah khususnya SKPD terlibat dalam
kegiatan ini serta masyarakat yang berada pada wilayah studi.

Prosesnya masih sangat awal sehingga masih banyak kekurangan
yang menjadi catatan dan dapat diperbaiki untuk masa yang akan datang.
Namun demikian harapan dari kegiatan ini setidaknya dapat menjadikan
pemahaman kepada Kabupaten Aceh Barat khususnya dapat menggunakan
alur pikir integratif, inklusif dan informed dalam pelaksanaan kegiatan
perencanaan wilayah.

1. Sekilas Mengenai Wilayah Studi; Kabupaten Aceh, Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten yang terkena
dampak akibat bencana dahsyat tsunami yang terjadi di penghujung tahun
2005, dampak kerusakan sangat hebat yang terjadi di empat kecamatan
yang berhadapan langsung dengan lautan. Namun demikian dampak sosial
ekonomi yang terjadi secara signifikan telah mempengaruhi semua aspek
kehidupan dan kepranataan masyarakat Kabupaten Aceh Barat.
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Luas wilayah Aceh Barat 2.927, 95 km?2, secara geografis terletak 04°61’-
04°47’ LU dan 95°52°-86°30° BT, dengan batas-batas :

e Utara : Kab. Aceh Jaya, Kab. Pidie

e Selatan : Samudera Indonesia, Kab. Nagan Raya
e Timur : Kab. Aceh Tengah, kab. Nagan Raya

e Barat : Samudera Indonesia

IKlim terdiri dari musim kemarau dan penghujan. Musim Hujan
disertai gelombang laut terjadi pada bulan September sampai februari setiap
tahunnya, jumlah curah hujan rata-rata perbulan 318,5 mm dengan hari hujan
rata-rata 19 hari. Musim kemarau berlangsung antara Bulan Maret sampai
Agustus dengan suhu udara 26-33°C pada siang hari dan 23-35°C pada malam
hari. Jenis tanah sebagaian besar di Aceh Barat adalah podsolik merah kuning
dengan kedalaman tanah yang relatif dalam diatas 60 cm (Kec. Kaway XVI
dan Sungai Mas) dikecamatan dali diatas 90 cm. Jenis tanah di Aceh Barat
terdiri dari Podsolik, latosol, litisol, regosol, organosol, renzina, dan alluvial.
Pemanfaatan lahan terdiri dari permukiman, perkebunan, sawah, lading,
tegalan, semak belukar dan hutan. Alokasi ruang terbesar hutan primer
136.390 Ha (46,58%) dan perkebunan 49.224 Ha (16,81 %), (RPJMD Aceh
Barat, 2007).

Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMD) Aceh Barat
merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan perencanaan jangka
panjang , dituangkan selama 5 tahunan yang akan digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (renstra
SKPD), Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai UU No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, namun demikian saat kegiatan ini dilaksanakan, RPJPD masih dalam
tahap pembahasan. Hal ini disadari mengingat bahwa RPJP harus disiapkan
secara mendalam karena akan dijadikan sebagai panduan dalam kurun waktu
yang lama (20 tahun).

RPJMD disusun pula berdasarkan hasil perhitungan statistik regional
dan lokal menyangkut data dari semua sektor. Secara umum maksud dari
RPJMD Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan acuan resmi bagi semua jajaran pemerintah dan DPRD
dalam menentukan prioritas program dan kegiatan

2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memahami
arah dan tujuan yang ingin dicapai daalm rangka mewujudkan visi dan
misi daerah.

4. Memudahkan Pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun program
dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5. Memudahkan jajaran pemerintah daerah kabupaten aceh barat dan DPRD
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untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan
operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun

6. landasan atau acuan bagi perencanaan anggaran pembangunan serta
menjadi alat ukur bagi pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Barat sebagai wujud
upaya penataan ruang pada lingkup kabupaten telah diupayakan. Produk
perencanaan lain yang sudah dikerjakan adalah Rencana Detil Tata Ruang
Kota (RDTRK) dimana pada saat kegiatan ini dilakukan Meulaboh sebagai
ibukota kabupaten karena belum ada wilayah lain yang mendesak untuk
dilakukan.

Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) belum ada, namun beberapa
Site Investigation Design (SID) Kawasan sudah dilaksanakan. Sedangkan
Rencana Detil Tata Ruang Desa (RDTRD) pelaksanaannya saat ini banyak
dibantu oleh Non-Government Organization (NGO) yang sedang bekerja
di Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Detail
Engineering Design (DED) pada saat itu banyak terdapat di Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi (BRR) sebagai institusi yang terlibat langsung dengan
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana setelah terjadinya tsunami
yang salah satunya melanda Kabupaten Aceh Barat.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dilaksanakan pada tahun 2002
untuk rencana Tahun 2002 - 2011 namun dengan terjadinya bencana
Tsunami memaksa Pemerintah Daerah merevisi kembali RTRW yang ada
sebelumnya, yang dibuat pada tahun 2006 atau setahun setelah tsunami,
proses pembuatannya juga cenderung dalam situasi keterbatasan waktu
sehingga tidak sinergis dengan kegiatan pembangunan yang sudah terjadi
dilapangan.

Revisi RTRW dan RDTR terbaru saat ini masih menjadi konsumsi
pada kalangan intern disebabkan belum adanya payung hukum yang
melindunginya, belum jelas kenapa hal ini terjadi akan tetapi mulai awal
tahun 2008 sampai dengan kegiatan ini dilaksanakan, belum ada kejelasan
mengenai kelanjutan upaya legalisasi RTRW yang ada.

Hasil temuan Bappeda dengan memperhatikan pola pemanfaatan
ruang melalui pembangunan yang dilaksanakan oleh BRR dan NGO yang
bekerja di wilayah Aceh Barat pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi juga
menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap materi yang
terdapat dalam RTRW. Sebagi contoh beberapa peruntukan ruang sebagai
kawasan sabuk hijau atau penyangga saat ini telah berdiri rumah-rumah
penduduk dan fasilitas lain, namun demikian ada beberapa alasan yang
melatarbelakanginya.

Dilihat dari beberapa referensi, keterangan dan sumber menunjukkan
adanya beberapa hal mengenai kondisi penataan ruang di wilayah studi
meliputi :
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1. Kebutuhan akan revisi RTRW dengan munculnya bencana tsunami yang
telah merubah lingkungan fisik dan lingkungan sosial ekonomi dan
politik di Kabupaten Aceh Barat dengan payung hukum Qanun (Perda).

2. Belum ada kegiatan yang mengarah kepada upaya pemanfaatan ruang
yang berlandaskan kepada RTRW.

3. Dibutuhkannya penguatan kelembagaan dibidang penataan ruang yang
akan bertanggung jawab mengawal perencanaan tata ruang di Kabupaten
Aceh Barat.

Akibat dari kenyataan di atas melahirkan sebuah kondisi yang
membutuhkan perhatian yang serius dari seluruh stakeholders di Kabupaten
Aceh Barat, untuk bersama-sama merencanakan tata ruang yang baik
dan memanfaatkan produk perencanaan serta melakukan pengendalian
pemanfaatan ruang dalam kerangka pengembangan wilayah Aceh Barat
menuju kondisi yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

2. Isu Umum di Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan penjajakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan
wilayah yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat, sebagai bagian dari
aktivitas yang terkoordinir didalam ReGrin Project khususnya mengenai
aktivitas dalam kerangka dokumentasi Land Use Planning Process di Kabupaten
Aceh Barat, sekaligus merangkum berbagai perspektif dan permasalahan
yang dijumpai, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai permasalahan
umum pada tingkat pemerintahan mengenai kondisi perencanaan yang ada.
Isu umum inilah yang digunakan sebagai salah satu rujukan dalam formulasi
kegiatan agar bermanfaat dan menyentuh persoalan atau isu.

Dari hasil diskusi, wawancara dan penelitian dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Barat didapat sebuah informasi bahwa untuk keperluan
pembangunan wilayah yang meliputi pembangunan pada masing-masing
sektor diperlukan sebuah perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut
diharapkan memuat dan mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan yang
ada di wilayah tersebut. Pandangan seperti ini sudah dihadapi dan disadari
pada semua tingkatan lembaga di tingkat kabupaten.

Dalam rangka memenuhi harapan perencanaan pembangunan
yang baik diperlukan adanya pemahaman terhadap wilayah. Pemahaman
tersebut meliputi kondisi aktual dan proses-proses yang terjadi didalam
wilayah tersebut. Lebih penting lagi adalah bagaimana kemampuan wilayah
(supply) itu mampu memberikan keseimbangan terhadap kebutuhan wilayah
(demand).

Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan adanya ketidaksesuain
antara kebutuhan masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan. Pada
tataran pelaksanaan hal ini akan memberikan dampak pada tidak terserapnya
kegiatan intervensi proyek sementara di wilayah lain muncul kurangnya
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volume kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat. Kegagalan program
pembangunan juga sangat mungkin disebabkan oleh kurang tepatnya
identifikasi wilayah dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat.

Benang merah dari kondisi tersebut disebabkan karena kelangkaan
data dan rendahnya validitas data yang ada. Selama ini data dikumpulkan
oleh masing-masing SKPD (dinas/badan) sesuai dengan tingkat
kemampuannya, tidak jarang data didapatkan dari sumber yang kurang
dapat dipertanggungjawabkan bahkan diperoleh dengan metode/cara yang
menghasilkan validitas data yang sangat rendah.

Pada sisi lain proses perencanaan sebagai wahana mewujudkan
tujuan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik merupakan aktifitas
rutin kegiatan di daerah. Proses yang dilakukan mengacu kepada agenda
rutin kegiatan dan formal. Proses perencanaan dilakukan secara bersusun
dari tingkat gampong (desa), kecamatan, hingga kabupaten melalui kegiatan
Musyawaran Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Beberapa kondisi perlu dicatat sebagai bahan diskusi dan menyusun
sebuah kajian mengenai perencanaan hal tersebut seperti seringkali terbentur
kepada permasalahan teknis jadwal agenda, biaya dan sumber daya manusia,
konsistensi antar perencanaan desa-kecamatan-dan kabupaten, keterlibatan
dan keterwakilan dalam proses, generalisasi atau simplifikasi permasalahan
yang dilakukan serta adanya perbedaan cara pandang antar lembaga dan
terlebih adanya konflik kepentingan antar pihak (conflict of interest).

3. Tahapan Proses Kegiatan

Disadari sepenuhnya bahwa untuk menuju perencanaan wilayah yang
baik bukanlah pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan dengan cepat,
dibutuhkan sebuah proses yang bertahap dan konsisten diantara semua
pihak. Berawal dari pemahaman inilah dilakukan pendekatan dan dilakukan
serangkaian kegiatan yang bertahap sebagai proses belajar dalam kajian
perencanaan wilayah yang diharapkan bermanfaat dalam proses pelaksanaan
pembangunan pada tingkatan Kabupaten.
e Pembentukan Komitmen Antar Pihak

Diawali melalui pembicaraan pada tingkat policy maker dalam rangaka
membentuk persamaan persepsi mengenai kegiatan. Hal ini dianggap penting
untuk melihat pentingnya kegiatan dalam kerangka kegiatan pembangunan
dan diantara aktivitas lain. Kegiatan ini dilakukan melibatkan Bupat/wakil
Bupati, Bappeda, dan seluruh SKPD Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan dan
Desa.

¢ Peningkatan Kapasitas dalam Bidang Data dan Perencanaan
Keberhasilan kegiatan perencanaan wilayah akan sangat dipengaruhi
olehsejauhmanastakeholders yangadamengetahui, memahami, melaksanakan,
berkomitmen serta melakukan monitoring terhadap aktivitasnya sendiri.
Hal ini sangat penting karena berjalannya sistem dalam wilayah tergantung
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kepada pelaku/subyeknya.

Peningkatan kesadaran, kepahaman, keterampilan serta komitmen para
pihak merupakan hal yang sangat penting dalam membangun sebuah siklus
sistem perencanaan terpadu dan partisipatif. Pada tingkat decision maker hal
ini sudah harus dibenahi, namun pemahaman ini belum sepenuhya dapat
ditangkap oleh semua pihak hingga pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan awal yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman
mengenai data dasar dan bagaimana pentingnya data dasar, memperoleh,
menggunakan dan berbagi dengan pihak lain untuk secara bersama-sama
dapat menggunakannya. Upaya ini dilakukan dengan mengenalkan kembali
mengenai salah satu teknologi pengelolaan data dasar yang bersifat keruangan
menggunakan Geographic Information System (GIS).

Kegiatan ini melibatkan beberapa Dinas/instansi yang terkait
dengan kegiatan perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan
diantaranya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas
Cipta Karya dan SDA, Badan Pusat Statistik, Dinas Kelautan dan Perikanan,
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan,
Badan Penyuluhan Pertanian, dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertambangan
dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kimpraswil, dan
Dinas Kebersihan Penertiban dan Lingkungan Hidup.
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Gambar 6.2. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah yang
mendukung perencanaan wilayah

Dalam rangka merespon dan membantu mengatasi kelemahan-
kelemahan data base, dilakukan sebuah langkah penjajakan pengembangan
Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui pendekatan capacity building untuk
meningkatkan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya
pegawai negeri dilingkungan Pemda Aceh Barat. Pengembangan SIG di Aceh
Barat dilakukan melalui pola pelatihan dan pendampingan terhadap aparatur
Pemda Aceh Barat yang bersentuhan langsung dengan kegiatan penggunaan
data untuk kegiatan perencanaan.
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Gambar 6.3. Lingkup Kegiatan Peningkatan Kapasitas

e Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan belajar proses perencanaan bentang lahan secara informatif,
integratif, dan inklusif dilaksanakan secara bersama-sama antara stakeholders
yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas sebelumnya, dan dengan
masyarakat pada tingkat kecamatan dan desa. Kegiatan sebagaimana pada
bagian awal dilakukan secara bertahap dan menentukan jenis kegiatan serta
keterlibatan dalam kegiatan.

Pada tahap 1-3 aktifitas lebih banyak dilakukan oleh stakeholders
pada tingkat SKPD untuk melakukan eksplorasi data dan seleksi data yang
terdapat pada masing-masing dinas sehingga pada proses inilah konsep
informatif dioptimalkan dimana data dieksplorasi secara optimal. Pada tahap
3 untuk menyusun beberapa skenario perencanaan dilakukan pertimbangan
berdasarkan partameter yang sesuai dan didapat berdasarkan berbagai
dokumen perencanaan pada tingkat nasional dan propinsi serta konsitensi
antara perencanaan pembanguan dan perencanaan keruangan sehingga pada
tahap ini prinsip-prinsip integratif dicoba untuk diimplementasikan.

Pada tahap 4 kegiatan dilaksanakan bersama-sama secara simultan
melibatkan seluruh stakeholders untuk menggali informasi dan data wilayah.
Hal yang dikaji mengenai kondisi fisik dan sosial ekonomi serta aspirasa
masyarakat. Pendekatan yang digunakan pada kegiatan ini adalah pendekatan
partisipatif dimana seluruh stakeholders melakukan kegiatan pada tingkat
desa bersama ma syarakat desa. Data inilah yang akan digunakan sebagai
bahan diskusi mengenai sejauhmana kebutuhan dan harapan melalui
aspirasi masyarakat dapat diakomodasi pada tingkatan kabupaten. Kegiatan
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ini diarahkan untuk menumbuhkan perspektif prinsip inklusifitas dalam
perencanaan mulai dari tingkat yang paling rendah yaitu desa.

Pada tahap 5 melihat kesesuaian antara hasil penyusunan skenario
perencanaan dengan aspirasi masyarakat. Secara prinsip berdasarkan kegiatan
yang telah dilakukan, apa yang telah dihasilkan dalam skenario menunjukan
adanya persamaan dengan aspirasi masyarakat, namun penggalian informasi
pada tingkat desa ini lebih dapat menunjukan aspek-aspek detil dari rencana-
rencana masyarakat. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mencari alternatif
apabila terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara penyusunan skenario
dan aspirasi masyarakat.

Kegiatan akhir (Tahap 6) yang dilakukan adalah mengembalikan
semua hasil kegiatan ke masing-masing SKPD dalam bentuk kegiatan dimana
masing-masing peserta dari dinas memperkenalkan hasil kegiatan meliputi
data, proses kegiatan, dan rekomendasi untuk selanjutnya digunakan dalam
usulan perencanaan pada masin-masing dinas. Keberhasilan kegiatan ini
tergantung kepada sejauhmana peserta mentransfer pengalamannya kedalam
implementasi di masing-masing lembaga.

4. Manfaat Aplikatif dari Proses Belajar
Masih banyak kekurangan mengenai aktifitas belajar yang dilakukan
ini dikarenakan berbagai keterbatasan baik secara konsep maupun
operasionalisasinya serta koordinasi dengan berbagai stakeholders yang
terlibat. Dalam keterbatasan tersebut beberapa hal yang setidaknya dapat
diperoleh dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi, sharing data ,
peningkatan kapasitas SDM, dan alternatif pendekatan dalam penyusunan
perencanaan wilayah.
a) Penyamaan Persepsi dan Kesadaran Terhadap Perencanaan Yang lebih
Baik
Serangkaian kegiatan ini setidaknya dapat memberikan pencerahan
dan penyamaan persepsi mengenai pentingnga penyelenggarann
sistem perencanaan wilayah yang lebih baik dan dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh bukan sekedar memenuhi siklus dan agenda daerah.
Kesadaran tersebut dapat meliputi unsur decission maker dan unsur
pelaksana dilapangan meliputi dinas/instansi yang terkait.

b) Data base
Kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan awal yang dilakukan
sebelum kegiatan ini dilakukan. Beberapa jenis data dapat dibuat
berdasarkan data berdasarkan ketersediaan data (existing), data-data
baru dapat juga dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah
daerah. Tukar menukar data antara berbagai instansi sangat diperlukan
mengingat kebutuhan perencanaan yang integratif.
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¢) Dukungan Peningkatan Kapasitas SDM
Kegiatan ini mengenalkan dan mengasah kemampuan stakeholders dalam
bidang :
- Penggalian dan pengelolaan data
- Penggunaan teknologi SIG dan Penginderaan Jarak Jauh
- Metode penggalian data sosial dan ekonomi di lapangan
- Penyerapan aspirasi masyarakat menggunakan metode partisipatif

d) Rekomendasi Metode Pendekatan Perencanaan
Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan salah satu referensi dan
bahan pembanding bagi kegiatan perencanaan wilayah yang sudah
dilaksanakan selama ini. Rekomendasi ini diharapkan akan memberikan
wacana baru bagi munculnya pemikiran dan kesadaran terhadap
perencanaan wilayah yang lebih integratif, inklusif, dan informed.

Rekomendasi ini lebih bersifat pengalaman belajar menggunakan alur
pikir metodologis dalam penyelenggaraan perencanaan wilayah yang dapat
dilakukan padatingkat kabupaten. Dalam penggunaan selanjutnya metode ini
dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada tanpa menghilangkan pola pikir
untuk menggunakan data dan informasi yang valid, berfikir secara sistematif
dan bersinergi dengan komponen perencanaan lain, serta melibatkan secara
aktif semua komponen masyarakat dalam kegiatan peencanaan.

5. Pembelajaran Untuk Masa Datang; Sebuah Rekomendasi
a) Rekomendasi proses di Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan kondisi yang ada di Aceh Barat saat ini diperlukan adanya
sebuah upaya yang serius dan berkelanjutan menyikapi proses perencanaan
meliputi perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan, proses
yang ada semestinya dapat diarahkan pada kesadaran semua stakeholders
untuk memperbaiki kondisi yang ada dan melanjutkan proses yang lebih
baik. Hal ini dirasakan sangat kondusif karena hingga saat ini masih banyak
dukungan dari pemerintah pusat dan propinsi serta berbagai lembaga yang
berkompeten dengan hal ini kaitannya dengan penanganan paska tsunami.

Dalam konteks perencanaan pembangunan mengacu kepada Sistem
PerencaaanPembangunanNasionalsemestinyamampumengimplementasikan
sesuai dengan prinsip-prinsip inklusifitas dalam pembuatan dokumen-
dokumen rencana pembangunan. Hal tersebut disebabkan karena arah yang
hendak dicapai diharapkan benar-benar mampu memenuhi kubutuhan
masyakat Aceh Barat. Forum-forum musyawarah merupakan media
yang efektif untuk meningkatkan inklusifitas masyarakat dalam kegiatan
perencanaan sehingga pelaksanaannyapun perlu dilakukan secara cermat
dan sungguh-sungguh.
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Dalam kaitannya dengan tata ruang, hal terpenting saat ini adalah
melakukan identifikasi masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan
ruang menyangkut perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Dalam Pengembangan Tata Ruang di Aceh Barat ada
beberapa hal yang menjadi rambu-rambu menuju terwujudnya masa depan
yang lebih baik fokus tersebut diantaranya kehidupan yang berlanjut menuju
tahan terhadap bencana, adaptif terhadap perubahan lingkungan hidup, dan
berkualitas ecara berkelanjutan

Isu-isu yang menjadi media antara terciptanya kondisi yang lebih baik
haruslah selalu dicermati, adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan
diantaranya :

1. Mensosialisasikan wacana tata ruang pada semua pihak seperti
legislatif, eksekutif dan masyarakat secara luas.

2. Memahamkan bahwa tata ruang adalah milik masyarakat

3. Melibatkan stakeholders dalam setiap tahapan bukan hanya pada
tahapan sosialisai, namun seharusnya dilibatkan mulai dari formulasi
rencana.

4, Menyiapkan sumberdaya yang memadai dibidang data, perencanaan
dan evaluasi tata ruang

Prinsip-prinsip Kketerlibatan masyarakat dalam tata ruang perlu
dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumberdaya lainnya
dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata
ruang yang humanopolis, yaitu tata ruang yang mengutamakan kepentingan
masyarakat dan menciptakan lingkungan yang asri berdasar wawasan
nusantara dan ketahanan nasional. Atas dasar hal tersebut maka prinsip
dasar yang diterapkan dalam Pedoman Pelibatan Masyarakat Dalam Proses
Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan
dalam proses pemanfaatan ruang

2. Memposisikan pemerintah sebagaifasilitator dalam proses pemanfaatan
ruang

3. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan
lokal dan keberagaman sosial budaya

4, Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan
etika

5. Memperhatikan perkembangan teknologi dan sikap profesional
(Pedoman Pelibatan Masyarakat Dalam Tata Ruang, 2001)

Berdasarkan pengalaman studi terdahulu dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa pengolaan data dasar pembangunan merupakan sebuah
hal yang sangat penting. Hal ini merupakan fondasi dari semua kegiatan
khususnya pada kegiatan perencanaan baik yang berbasis keruangan (spatial)
maupun tidak berbasis keruangan (aspatial). Sebuah kondisi yang lebih maju
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dapat dilihat melalui keberadaaan Pusat Data (Data Centre) yang saat ini telah
ada. Banyak masukan dan harapan yang dibebankan kepada unit ini namun
tanpa adanya keseriusan dari semua unsur yang berkompeten hal ini hanya
sebatas akan menjadi harapan, dengan kondisi peralatan yang dimiliki seperti
komputer, software, plotter, printer, server akan dirasakan cukup apabila
dimanfaatkan untuk kegiatan inventarisasi data, analisa dan representasi. Data
center yang ada semestinya mampu menjadi sumber data, media melakukan
analisa dan fasilitas untuk mendapatkan data yang siap pakai. Menyiapkan
flowchart proses didalam data center menyangkut hubungannya dengan data
center tersendiri, data center dengan lembaga/dinas lain, serta hubungan antara
dinas dengan dinas.

b) Rekomendasi Pengembangan Metodologi

Kegiataninidiarahkanuntuk memberikansalah satu referensidanbahan
pembanding bagi kegiatan perencanaan wilayah yang sudah dilaksanakan
selama ini. Rekomendasi ini diharapkan akan memberikan wacana baru bagi
munculnya pemikiran dan kesadaran terhadap perencanaan wilayah yang
lebih integratif, inklusif, dan berdasarkan data dan informasi.

Sebagai sebuah pembelajaran awal, metode ini dilakukan
menggunakan prinsip “learning by doing” didukung dengan kerangka umum
kegiatan yang diperoleh dari hasil kajian beberapa referensi. Masih banyak
kekurangan terdapat didalamnya, sehingga sebagai sebuah ide hal ini dapat
disempurnakan secara kontinyu. Secara garis besar prinsip dalam kegiatan
ini diantaranya:

1.  Memperhatikan urutan-urutan perencanaan pembangunan dari berbagai
tingkatan sebagai konsekuensi adanya konsistensi perencanaan.

2. Mengusahakan penggunaan data secara up to date dan valid dalam proses
perencanaan.

3.  Mengujicoba metode untuk meningkatkan keterlibatan stakeholders dalam
proses.

Pelajaran yang dapat ditarik dari kegiatan ini sekaligus beberapa hal
yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan metode
pada masa yang akan datang adalah:

1. Diperlukannnya kesiapan dan keseriusan pada tingkat decission maker
dalam hal ini kepala daerah.

2. Diperlukan adanya kerjasama lintas instansi dalam lingkup pemerintah

Kabupaten sebagai dampak adanya perspektif yang sama mengenai

perencanaan wilayah.

Penguasaan materi teknis bagi stakeholders yang terlibat.

4. Penentuan SDM manusia yang sesuai dengan bidang dan kompetensinya
di sesuaikan dengan jenjang pengembangan karir kepegawaian, pada
beberapa kasus kemampuan SDM dapat bertentangan dengan tugas
yang dilakukan.

w
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5. Alokasi waktu yang memberikan ruang gerak yang cukup kepada
stakeholders untuk dapat melakukan seluruh rangkaian kegiatan secara
total

Poin penting keberhasilan dan penggunaan metode pendekatan
semacam ini adalah kesadaran terhadap bagaimana proses yang telah
dilakukan akan mampu bersentuhan dan membantu proses governance yang
sedang berlangsung di kabupaten tersebut, untuk mengatasi hal ini sehingga
diperlukan adanya sebuah political will dari local government untuk melakukan
proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan daerah secara
baik dan benar.
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